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ABSTRAK

INOVASI SOSTAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BERBASIS KOMUNITAS STUDI PADA PAYUNGI
METRO LAMPUNG

Oleh
Mulyadi

Penelitian ini bertujuan mengembangkan Model Value-Embedded Social Innovation—
Pancadaya (VESI-Pancadaya) sebagai kerangka konseptual pemberdayaan masyarakat
berbasis inovasi sosial yang menjelaskan mekanisme transformasi dari integrasi nilai
menuju keberlanjutan multidimensi komunitas dalam konteks sub/peri-urban. Studi
dilakukan pada Komunitas Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi), Kota Metro,
Lampung, yang berhasil mempertahankan keberlanjutan inovasi sosial selama lebih
dari tujuh tahun.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. Data
dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap dua belas informan kunci,
observasi partisipatif, dokumentasi, dan studi arsip. Analisis dilakukan secara tematik
melalui proses reduksi, kategorisasi, interpretasi, dan sintesis konseptual dengan
triangulasi sumber, metode, dan teori.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberlanjutan Payungi dibangun melalui integrasi
nilai spiritual, sosial, dan ekonomi yang membentuk modal sosial komunitas. Modal
sosial yang berkembang dalam bentuk bonding (ikatan internal), bridging (jembatan
antarkelompok), dan linking (hubungan vertikal) ditransformasikan melalui trust
(kepercayaan), collective efficacy (efikasi kolektif), dan collaborative learning
(pembelajaran kolaboratif) menjadi kapasitas inovasi kolektif. Kapasitas ini
memungkinkan komunitas menghasilkan inovasi sosial secara berkelanjutan dan
mewujudkan keberlanjutan multidimensi yang mencakup aspek spiritual, sosial,
ekonomi, kultural, kelembagaan, dan lingkungan.

Penelitian ini menghasilkan Model VESI-Pancadaya yang menjelaskan keberlanjutan
komunitas sebagai hasil interaksi tiga lapisan. Lapisan pertama menunjukkan bahwa
integrasi nilai spiritual, sosial, dan ekonomi membentuk modal sosial yang berkembang
menjadi kepercayaan, efikasi kolektif, pembelajaran kolaboratif, dan kapasitas inovasi
kolektif yang menghasilkan keberlanjutan multidimensi. Lapisan kedua menjelaskan
lintasan perkembangan komunitas melalui konsep Pancadaya, yaitu Pengetahuan,
Pergerakan, Pengorbanan, Kebudayaan, dan Kesejahteraan. Lapisan ketiga terdiri atas
tujuh prinsip PKIM-SIS yang mengarahkan seluruh proses. Ketiga lapisan tersebut
dipengaruhi oleh faktor institusional, relasional, dan kultural, serta bermuara pada
terwujudnya komunitas yang berdaya, mandiri, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: inovasi sosial, pemberdayaan masyarakat, modal sosial, keberlanjutan
multidimensi, VESI-Pancadaya, komunitas Payungi.



ABSTRACT

SOCIAL INNOVATION IN COMMUNITY-BASED COMMUNITY
EMPOWERMENT A STUDY AT PAYUNGI METRO LAMPUNG

by
Mulyadi

This study aims to develop the Value-Embedded Social Innovation—Pancadaya (VESI-
Pancadaya) Model as a conceptual framework for social innovation-based community
empowerment. The model explains the transformation mechanism through which value
integration leads to multidimensional community sustainability within a sub-/peri-urban
context. The study was conducted in the Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi) Community
in Metro City, Lampung, Indonesia, a community that has successfully sustained its social
innovation initiatives for more than seven years.

This research employed a qualitative approach using a case study strategy. Data were
collected through in-depth interviews with twelve key informants, participant observation,
document analysis, and archival studies. Data analysis was conducted thematically
through processes of data reduction, categorization, interpretation, and conceptual
synthesis, supported by source, method, and theory triangulation.

The findings reveal that Payungi’s sustainability is rooted in the integration of spiritual,
social, and economic values, which collectively shape the community’s social capital.
Social capital, manifested through bonding, bridging, and linking relationships, is
transformed through trust, collective efficacy, and collaborative learning into collective
innovation capacity. This capacity enables the community to continuously generate social
innovations and achieve multidimensional sustainability encompassing spiritual, social,
economic, cultural, institutional, and environmental dimensions.

The study proposes the VESI-Pancadaya Model, which conceptualizes community
sustainability as the outcome of interactions among three interconnected layers. The first
layer describes the social transformation mechanism, in which the integration of spiritual,
social, and economic values fosters social capital that evolves into trust, collective efficacy,
collaborative learning, and collective innovation capacity, ultimately leading to
multidimensional sustainability. The second layer explains the community development
trajectory through the Pancadaya framework, consisting of Knowledge, Mobilization,
Sacrifice, Culture, and Well-being. The third layer comprises seven PKIM-SIS design
principles that guide the entire process. These three layers operate within institutional,
relational, and cultural contextual factors and collectively contribute to the emergence of
empowered, self-reliant, and sustainable communities.

Keywords: social innovation, community empowerment, social capital, multidimensional
sustainability, VESI-Pancadaya, Payungi Community.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pertanyaan tentang mengapa sebagian besar inisiatif pemberdayaan masyarakat
berakhir bersamaan dengan berakhirnya pendanaan eksternal, sementara sebagian
kecil justru tumbuh mandiri dan mengembangkan daya tahan institusional yang
melampaui ketergantungan tersebut, merupakan salah satu puzzle yang belum
terpecahkan secara memuaskan dalam literatur inovasi sosial kontemporer
(Cajaiba-Santana, 2014; Tracey & Stott, 2017). Data empiris menunjukkan bahwa
lebih dari 70 persen inisiatif berbasis komunitas di negara berkembang mengalami
stagnasi atau regresi dalam rentang tiga hingga lima tahun pertama sejak
inisiasinya, terutama ketika struktur pendanaan awal tidak dapat dipertahankan

(Dees et al., 2004; Moulaert et al., 2013).

Kondisi ini menciptakan paradoks inovasi sosial yang diakui secara luas sebagai
instrumen transformasi struktural (Westley et al., 2014). Namun, kapasitas
aktualnya untuk bertahan dan berkembang secara otonom di lingkungan semi-urban
masth sangat kurang dipahami dan hampir absen dalam literatur berbasis konteks
Indonesia. Dalam lanskap inilah Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi) di Kota
Metro, Lampung, muncul sebagai fenomena yang secara akademis patut
diperhatikan. Sejak beroperasi pada tahun 2017, Payungi tidak hanya bertahan
melewati fase kritis yang menggugurkan mayoritas inisiatif sejenis, tetapi terus
mengembangkan kapasitasnya baik secara ekonomi, sosial, maupun institusional
tanpa bergantung pada intervensi pemerintah atau donor eksternal secara permanen

(Dokumentasi Payungi, 2023).

Inisiatif ini berkembang di tengah konteks yang secara struktural tidak kondusif
dalam sebuah kota kecil berpenduduk sekitar 170.000 jiwa (BPS Kota Metro, 2023)

dengan basis ekonomi yang didominasi sektor pertanian dan perdagangan informal,



tanpa ekosistem inovasi yang matang. Namun, Payungi berhasil membangun
ekosistem ekonomi kreatif berbasis komunitas yang inklusif dan, yang lebih
penting, self-sustaining. Keberhasilan ini tidak dapat dijelaskan semata-mata oleh
teori difusi inovasi konvensional (Rogers, 2003) maupun model social enterprise
yang berorientasi pasar (Dees, 1998), sehingga mendorongkebutuhan akan
kerangka analitis alternatif yang lebih sesuai dengan karakteristik kontekstual

inovasi di Negara berkembang (Gupta et al., 2012; Pansera & Owen, 2018).

Secara teoritis, inovasi sosial telah didefinisikan sebagai pengembangan ide,
layanan, atau model baru yang memenuhi kebutuhan sosial secara lebih efektif,
efisien, dan berkelanjutan dibandingkan pendekatan yang ada (Phills et al., 2008;
Murray et al., 2010). Badan literatur yang berkembang pesat sejak dekade 2000-an
ini secara dominan berpijak pada pengalaman negara-negara dengan industri maju
di Amerika Utara dan Eropa Barat (Moulaert et al., 2013; Nicholls et al., 2015),
dengan asumsi bahwa terdapat kapasitas infrastruktur, regulasi, dan modal sosial
yang relatif mapan sebagai prasyarat keberhasilan. Akibatnya, literatur tersebut
menghadapi keterbatasan aplikabilitas yang signifikan ketika dihadapkan pada
konteks semi-urban di Asia Tenggara, di mana relasi sosial komunal, kearifan lokal,
dan ekonomi informal berperan sebagai mekanisme substitusi atas ketiadaan

infrastruktur formal (Hulgard & Ferreira, 2019; Pel et al., 2020).

Penelitian ini berargumen bahwa gap ini bukan sekadar persoalan geografis,
melainkan representasi dari kegagalan konseptual yang lebih mendasar dalam
mengartikulasikan kondisi-kondisi pemberdayaan yang valid lintas konteks. Di
tingkat nasional, Indonesia telah menunjukkan komitmen kelembagaan yang
signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas melalui
instrumen kebijakan seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
menjadi dasar pelaksanaan Program Dana Desa untuk mendukung pembangunan
dan kesejahteraan masyarakat desa. dan berbagai regulasi turunannya yang
mendorong desentralisasi pembangunan hingga level terbawah (Antlov et al., 2016;

Syukri et al., 2018).

Namun, evaluasi empiris menunjukkan bahwa sebagian besar program tersebut

masih beroperasi dalam paradigma top-down, di mana pemerintah mendefinisikan



agenda, menetapkan indikator keberhasilan, dan mengalokasikan sumber daya,
sementara komunitas berposisi sebagai penerima manfaat pasif alih alih sebagai
agen transformasi otonom (Dasgupta & Beard, 2007; Sabogal & Li, 2009).
Penelitian tentang inisiatif yang organik, berbasis inisiatif warga, dan mampu
mencapai keberlanjutan jangka panjang tanpa ketergantungan struktural pada
program pemerintah masih sangat langka, khususnya dalam konteks kota-kota

menengah dan kecil di luar Pulau Jawa.

Lampung, sebagai salah satu provinsi dengan dinamika sosial-ekonomi yang
kompleks akibat warisan transmigrasi, heterogenitas etnis, dan ketimpangan
antarwilayah (BPS Provinsi Lampung, 2023; Tirtosudarmo, 2009), menawarkan
laboratorium yang kaya namun hampir tidak terjamah dalam literatur inovasi sosial
berbasis komunitas. Kota Metro menghadirkan karakter semi-urban yang secara
analitis berbeda dari kota-kota besar yang menjadi fokus dominan kajian
pembangunan perkotaan. Cukup urban untuk memiliki akses informasi, jaringan
sosial lintas-etnis, dan kehadiran lembaga pendidikan tinggi, namun cukup rural
untuk mempertahankan kohesi komunitas, nilai-nilai gotong royong, dan
ketergantungan pada modal sosial informal sebagai mekanisme koordinasi

(Satterthwaite & Tacoli, 2003; Tacoli, 2003).

Kondisi ini menciptakan ekologi institusional yang unik di mana inovasi sosial
dapat berkembang melalui jalur yang berbeda secara fundamental dari jalur inovasi
di metropolitan maupun pedesaan murni. Ketika inisiatif seperti Payungi tumbuh
dan bertahan dalam ekologi semacam ini, pertanyaan analitis yang muncul bukan
hanya "apa yang mereka lakukan", melainkan "mekanisme apa yang
memungkinkan keberlanjutan tersebut" dan "kondisi kontekstual apa yang
memediasi efektivitas mekanisme tersebut". Pertanyaan-pertanyaan ini, yang
berada di jantung penelitian ini, belum mendapat jawaban yang memadai dalam

literatur yang ada.

Relevansi pertanyaan-pertanyaan tersebut semakin mendesak dalam konteks
Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, di mana Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (SDGs), terutama tujuan menghapus kemiskinan, menciptakan

pekerjaan yang layak dan mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan



lingkungan tempat tinggal yang berkelanjutan mensyaratkan pendekatan yang
melampaui transfer sumber daya dan menuntut transformasi kapasitas agensi pada
level komunitas (United Nations, 2015; Sachs et al., 2019). Dokumen kebijakan
SDGs secara eksplisit mengakui bahwa pencapaian target-target tersebut tidak
mungkin dicapai tanpa model-model inovasi lokal yang dapat berfungsi sebagai
proof of concept bagi pendekatan berbasis komunitas yang berkelanjutan (Kanie &

Biermann, 2017).

Payungi, dengan rekam jejaknya selama lebih dari tujuh tahun, menyediakan bukti
empiris langka tentang bagaimana komunitas di kota kecil Indonesia dapat
mengoperasionalkan prinsip-prinsip SDGs bukan sebagai tujuan eksternal yang
diimposisikan, melainkan sebagai ekspresi organik dari nilai-nilai dan kebutuhan
internal komunitas itu sendiri. Namun, tanpa analisis sistematis yang
mendokumentasikan dan menjelaskan fenomena ini, potensinya sebagai model
referensial bagi komunitas lain maupun bagi perumusan kebijakan tetap tidak

teraktualisasi.

Secara teoritis, penelitian ini mengidentifikasi setidaknya tiga celah (gaps) yang
bersifat kumulatif dalam literatur yang ada. Pertama, tidak ada kerangka teori yang
memadai untuk menjelaskan keberlanjutan inovasi sosial berbasis komunitas di
konteks semi-urban Negara berkembangyang mengintegrasikan secara simultan
dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Teori yang ada cenderung
bersifat parsial atau dikembangkan untuk konteks yang berbeda secara fundamental

(Hulgérd & Ferreira, 2019; Pel et al., 2020; Voorberg et al., 2015).

Kedua, konsep keberlanjutan dalam inovasi sosial (social innovation sustainability)
belum cukup dikonseptualisasikan sebagai fenomena yang berdimensi majemuk.
Literatur dominan cenderung mereduksinya pada keberlanjutan finansial semata,
mengabaikan keberlanjutan sosial (reproduksi modal sosial), keberlanjutan
institusional (keberlangsungan struktur tata kelola), dan keberlanjutan kultural
(transmisi nilai dan identitas) sebagai dimensi yang sama-sama konstitutif (Dees et

al., 2004; Nicholls et al., 2015; Smith et al., 2016).



Ketiga, mekanisme spesifik melalui mana modal sosial informal dalam masyarakat
multietnis seperti yang ada di Kota Metro dengan komposisi etnis Jawa, Lampung,
Batak, Sunda, dan Minang yang signifikan (BPS Kota Metro, 2023) dapat
dikonversi menjadi kapasitas inovasi kolektif yang berkelanjutan belum dipahami
secara mendalam dalam kerangka teori inovasi sosial yang ada (Woolcock &

Narayan, 2000; Putnam, 2000; Bourdieu, 1986).

Keempat, belum terdapat penelitian yang secara komprehensif menjelaskan
bagaimana integrasi nilai spiritual, sosial, dan ekonomi membentuk modal sosial,
yang kemudian ditransformasikan melalui trust, collective efficacy, dan
collaborative learning menjadi kapasitas inovasi kolektif yang pada akhirnya
menghasilkan keberlanjutan multidimensi dalam suatu model konseptual yang

terpadu.

Kelima, Belum terdapat model inovasi sosial yang menjelaskan secara sistematis
lintasan perkembangan komunitas yang dimulai dari pembentukan pengetahuan
kolektif, berkembang menjadi pergerakan sosial, diperkuat oleh pengorbanan dan
komitmen bersama, terinstitusionalisasi dalam kebudayaan komunitas, serta

bermuara pada tercapainya kesejahteraan yang berkelanjutan.

Keenam, belum ada transferable design principles yang menjelaskan replikasi

keberhasilan komunitas inovatif pada konteks semi-urban Indonesia.

Dari perspektif empiris, kelangkaan studi yang mendokumentasikan secara
longitudinal dan holistik inisiatif inovasi sosial berbasis komunitas di Indonesia
mengakibatkan absennya basis pengetahuan yang dibutuhkan untuk transfer
kebijakan yang informatif. Kajian-kajian yang ada umumnya bersifat deskriptif,
fokus pada snapshot tunggal, dan tidak menggunakan kerangka analitis yang
memungkinkan identifikasi mekanisme kausal antara karakteristik institusional

komunitas dan kapasitas keberlanjutannya (Beard, 2010; Antlov et al., 2016).

Lebih spesifik lagi, masih sedikit penelitian sebelumnya yang secara sistematis

menganalisis fenomena Payungi sebagai objek kajian ilmiah, meskipun inisiatif ini



telah menarik perhatian media nasional dan menjadi referensi informal bagi

beberapa komunitas di Sumatera yang berupaya menginisiasi pasar serupa.

Absennya dokumentasi akademis yang terstruktur berarti bahwa pengetahuan
tentang faktor-faktor yang menjelaskan keberhasilan Payungi masih tersimpan
dalam bentuk tacit knowledge yang tidak dapat didifusikan secara efisien dan tidak
dapat diuji secara kritis (Nonaka & Takeuchi, 1995). Penelitian ini hadir untuk
mengisi celah-celah tersebut secara bersamaan melalui analisis mendalam dan

sistematis terhadap fenomena Payungi.

Secara teoretis, penelitian ini menawarkan suatu kerangka konseptual integratif
yang dirumuskan sebagai Model Value-Embedded Social Innovation (VESI)—
Pancadaya. Model ini dibangun berdasarkan temuan empiris mengenai bagaimana
integrasi nilai spiritual, sosial, dan ekonomi membentuk modal sosial komunitas
yang kemudian ditransformasikan melalui trust, collective efficacy, dan
collaborative learning menjadi kapasitas inovasi kolektif yang menghasilkan

keberlanjutan multidimensi.

Berbeda dengan model inovasi sosial yang selama ini lebih menitikberatkan pada
aspek kelembagaan, jaringan, atau kewirausahaan sosial, Model VESI-Pancadaya
menempatkan nilai sebagai fondasi utama proses inovasi sosial. Model ini juga
menjelaskan lintasan perkembangan komunitas melalui konsep Pancadaya yang
terdiri atas Pengetahuan, Pergerakan, Pengorbanan, Kebudayaan, dan
Kesejahteraan, serta mengidentifikasi tujuh prinsip transferable (PKIM-SIS) yang
memungkinkan model tersebut direplikasi pada berbagai konteks komunitas semi-

urban di Indonesia dan Global South.

Kerangka ini dibangun dari sintesis kritis antara teori pemberdayaan masyarakat
(Ife & Tesoriero, 2008; Freire, 1970), teori inovasi sosial (Mulgan et al., 2007;
Murray et al., 2010; Cajaiba-Santana, 2014), teori modal sosial (Putnam, 2000;
Bourdieu, 1986; Woolcock & Narayan, 2000), dan perspektif inovasi akar rumput
yang relevan untuk konteks Negara berkembang(Gupta et al., 2012; Pansera &
Owen, 2018).



Secara empiris, penelitian ini menyediakan dokumentasi longitudinal yang
komprehensif tentang Payungi, yang dapat berfungsi sebagai referensi akademis
maupun kebijakan untuk komunitas dan pembuat kebijakan yang tertarik pada
model pemberdayaan berbasis inovasi sosial. Signifikansi penelitian ini melampaui
kontribusinya terhadap pemahaman tentang Payungi sebagai kasus spesifik.
Dengan mendokumentasikan dan menganalisis secara sistematis fenomena
keberlanjutan yang anomalous ini, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan
ilmu pemberdayaan masyarakat (community development science) dengan
memberikan evidensi empiris tentang kondisi-kondisi aktual yang memungkinkan
transformasi sosial yang genuine, bukan transformasi yang bergantung pada

transfer sumber daya eksternal yang secara inheren tidak berkelanjutan.

Bagi pembuat kebijakan di tingkat nasional dan daerah, temuan penelitian ini
membantu menyediakan dasar evidensial guna merancang intervensi yang lebih
efesien dalam membantu inisiatif komunitas tanpa menciptakan ketergantungan.
Bagi akademisi, penelitian ini membuka agenda penelitian baru tentang inovasi
sosial di setting semi-urban Asia Tenggara yang selama ini terabaikan. Dan bagi
komunitas-komunitas di Indonesia yang tengah berjuang membangun kemandirian
ekonomi dan sosial, Payungi menawarkan bukti konkret bahwa perubahan yang
bermakna dan berkelanjutan dapat dimulai dari dalam, dari sumber daya yang
tersedia, dan dari nilai-nilai yang sudah ada sebuah bukti yang, dalam konteks
pembangunan Indonesia pasca-desentralisasi, memiliki resonansi yang jauh

melampaui batas administratif Kota Metro.

1.2 Rumusan Masalah
1.2.1 Rumusan Umum

Bagaimana mekanisme transformasi sosial yang menjelaskan hubungan antara
integrasi nilai, modal sosial, kapasitas inovasi kolektif, dan keberlanjutan
multidimensi pada komunitas Payungi, serta bagaimana mekanisme tersebut dapat
direkonstruksi menjadi Model VESI-Pancadaya yang relevan bagi konteks

komunitas semi-urban di Indonesia dan Global South?



1.2.3 Rumusan Khusus

Permasalahan umum tersebut dapat dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan

turunan atau rumusan khusus yakni:

1. Bagaimana integrasi nilai spiritual, sosial, dan ekonomi membentuk
orientasi kolektif dalam komunitas Payungi?

2. Bagaimana faktor institusional, relasional, dan kultural mempengaruhi
proses keberlanjutan komunitas Payungi?

3. Bagaimana modal sosial dalam bentuk bonding, bridging, dan linking social
capital berkembang dalam komunitas Payungi?

4. Bagaimana trust, collective efficacy, dan collaborative learning
mentransformasikan modal sosial menjadi kapasitas inovasi kolektif?

5. Bagaimana kapasitas inovasi kolektif menghasilkan keberlanjutan
multidimensi pada komunitas Payungi?

6. Bagaimana pengalaman Payungi dapat direkonstruksi menjadi Model
VESI-Pancadaya beserta prinsip-prinsip transferable yang relevan untuk

konteks komunitas semi-urban?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1 Tujuan Umum

Mengembangkan Model Value-Embedded Social Innovation—-Pancadaya
(VESI-Pancadaya) sebagai kerangka konseptual pemberdayaan masyarakat
berbasis inovasi sosial yang menjelaskan mekanisme transformasi dari integrasi

nilai menuju keberlanjutan multidimensi komunitas pada konteks semi-urban.



1.3.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk:

1.

Menganalisis bagaimana integrasi nilai spiritual, sosial, dan ekonomi
membentuk orientasi kolektif dalam komunitas Payungi.

Menganalisis pengaruh faktor institusional, relasional, dan kultural terhadap
proses keberlanjutan komunitas Payungi.

Menganalisis perkembangan modal sosial dalam bentuk bonding social
capital, bridging social capital, dan linking social capital dalam komunitas
Payungi.

Menjelaskan mekanisme transformasi modal sosial menjadi kapasitas
inovasi kolektif melalui trust, collective efficacy, dan collaborative learning.
Menganalisis bagaimana kapasitas inovasi kolektif menghasilkan
keberlanjutan multidimensi yang mencakup dimensi spiritual, sosial,
ekonomi, kultural, kelembagaan, dan lingkungan dalam komunitas Payungi.
Mere konstruksi pengalaman pemberdayaan masyarakat di Payungi
menjadi Model VESI-Pancadaya beserta prinsip-prinsip transferable yang
relevan untuk pengembangan komunitas semi-urban di Indonesia dan

Global South.

1.3.3 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu

pemberdayaan masyarakat, inovasi sosial, dan modal sosial melalui beberapa aspek

berikut:

1.

Mengembangkan Model VESI-Pancadaya sebagai kerangka konseptual
baru yang menjelaskan hubungan antara integrasi nilai, modal sosial,
kapasitas inovasi kolektif, dan keberlanjutan multidimensi komunitas.

Memperluas teori inovasi sosial dengan menempatkan integrasi nilai
spiritual, sosial, dan ekonomi sebagai fondasi utama pembentukan inovasi

sosial berbasis komunitas.



10

3. Memperkaya kajian modal sosial dengan menjelaskan mekanisme konversi
bonding, bridging, dan linking social capital menjadi kapasitas inovasi
kolektif melalui trust, collective efficacy, dan collaborative learning.

4. Menghasilkan konseptualisasi baru mengenai lintasan perkembangan
komunitas melalui kerangka Pancadaya yang terdiri atas Pengetahuan,
Pergerakan, Pengorbanan, Kebudayaan, dan Kesejahteraan.

5. Menawarkan seperangkat prinsip transferable (PKIM-SIS) yang dapat
digunakan sebagai landasan konseptual dalam studi dan praktik

pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas pada konteks semi-urban.
B. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak sebagai

berikut:
1. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Memberikan dasar empiris dan konseptual dalam merancang kebijakan
pemberdayaan masyarakat yang lebih partisipatif, berkelanjutan, dan berorientasi
pada penguatan kapasitas komunitas, bukan sekadar pemberian bantuan atau

intervensi jangka pendek.
2. Bagi Organisasi Pemberdayaan dan Lembaga Sosial

Menyediakan model dan prinsip-prinsip praktis yang dapat digunakan dalam
merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi program pemberdayaan

masyarakat berbasis komunitas yang berkelanjutan.
3. Bagi Komunitas dan Praktisi Pengembangan Masyarakat

Memberikan referensi mengenai strategi membangun komunitas yang mandiri
melalui penguatan nilai, modal sosial, pembelajaran kolektif, inovasi sosial, dan

tata kelola partisipatif yang sesuai dengan karakteristik lokal.
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4. Bagi Perguruan Tinggi dan Peneliti

Menjadi rujukan akademik dalam pengembangan penelitian mengenai inovasi
sosial, modal sosial, pemberdayaan masyarakat, community development, dan
keberlanjutan komunitas, khususnya pada konteks masyarakat semi-urban di

Indonesia dan Global South.
5. Bagi Komunitas Sub/peri-Urban di Indonesia

Memberikan model konseptual dan panduan pengembangan yang dapat diadaptasi
sesuai konteks lokal untuk memperkuat kemandirian, kapasitas inovasi, dan

keberlanjutan komunitas secara multidimensional.



BABII
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

2.1 Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas
2.1.1 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu paradigma pembangunan yang
menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses perubahan sosial.
Paradigma ini berkembang sebagai kritik terhadap pendekatan pembangunan
konvensional yang cenderung bersifat top-down, dimana masyarakat hanya
diposisikan sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam perspektif
pemberdayaan, masyarakat dipandang sebagai aktor yang memiliki kapasitas,
pengetahuan, dan sumber daya untuk menentukan arah perubahan yang sesuai

dengan kebutuhan serta aspirasi mereka sendiri.

Pemikiran mengenai pemberdayaan banyak dipengaruhi oleh gagasan Paulo Freire
(1970) tentang conscientization atau penyadaran kritis. Freire menegaskan bahwa
proses pembangunan harus mampu membebaskan masyarakat dari berbagai bentuk
ketergantungan melalui peningkatan kesadaran kritis terhadap kondisi sosial yang
mereka hadapi. Melalui proses refleksi dan tindakan (praxis), masyarakat
memperoleh kemampuan untuk memahami realitas sosial sekaligus mengubahnya

secara kolektif.

Pandangan tersebut diperluas oleh Sen (1999) melalui capability approach yang
menempatkan pembangunan sebagai proses perluasan kebebasan substantif
manusia. Menurut Sen, kesejahteraan tidak hanya diukur dari peningkatan
pendapatan atau kepemilikan sumber daya ekonomi, tetapi juga dari kemampuan
individu dan kelompok untuk memilih, mengakses peluang, serta menjalani

kehidupan yang mereka nilai berharga. Dengan demikian, pemberdayaan
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merupakan proses peningkatan kapasitas yang memungkinkan masyarakat
memiliki kontrol lebih besar terhadap keputusan-keputusan yang memengaruhi

kehidupannya.

Zimmerman (2000) menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan proses
sekaligus hasil yang ditandai oleh meningkatnya kemampuan individu maupun
kelompok dalam memengaruhi lingkungan sosial, mengakses sumber daya, dan
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemberdayaan tidak
dapat dipahami hanya sebagai program bantuan atau intervensi eksternal,
melainkan sebagai proses transformasi sosial yang memperkuat kapasitas

masyarakat untuk bertindak secara mandiri.

Dalam konteks pembangunan masyarakat, pemberdayaan mencakup tiga dimensi
utama. Pertama, dimensi personal yang berkaitan dengan peningkatan pengetahuan,
keterampilan, dan rasa percaya diri individu. Kedua, dimensi relasional yang
berkaitan dengan kemampuan membangun hubungan sosial, kerja sama, dan
partisipasi dalam kehidupan komunitas. Ketiga, dimensi kolektif yang berkaitan
dengan kemampuan komunitas mengorganisasi sumber daya dan melakukan

tindakan bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat dapat dipahami sebagai proses
transformasi yang memungkinkan masyarakat meningkatkan kapasitas individu
dan kolektif, memperluas akses terhadap sumber daya, memperkuat posisi dalam

pengambilan keputusan, serta menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan.
2.1.2 Pemberdayaan Berbasis Komunitas

Perkembangan konsep pemberdayaan melahirkan pendekatan yang lebih
menekankan pentingnya komunitas sebagai arena utama perubahan sosial.
Pendekatan ini dikenal sebagai Community-Based Development atau
pemberdayaan berbasis komunitas. Pendekatan tersebut berangkat dari asumsi
bahwa masyarakat lokal memiliki sumber daya, pengetahuan, nilai, dan
pengalaman yang dapat menjadi fondasi pembangunan apabila dikelola secara

partisipatif.
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Pemberdayaan berbasis komunitas menempatkan komunitas sebagai unit analisis
sekaligus unit intervensi. Dalam pendekatan ini, keberhasilan pembangunan tidak
semata-mata ditentukan oleh besarnya bantuan eksternal, tetapi oleh kemampuan
komunitas mengidentifikasi masalah, memobilisasi sumber daya lokal, serta

mengembangkan solusi yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya setempat.

Kretzmann dan McKnight (1993) melalui pendekatan Asset-Based Community
Development (ABCD) menegaskan bahwa setiap komunitas memiliki aset yang
dapat menjadi modal pembangunan. Aset tersebut tidak hanya berupa sumber daya
ekonomi, tetapi juga mencakup keterampilan warga, jaringan sosial, organisasi
lokal, tradisi budaya, kepemimpinan komunitas, serta berbagai bentuk pengetahuan

lokal yang berkembang dalam masyarakat.

Berbeda dengan pendekatan berbasis kebutuhan (needs-based approach) yang
berfokus pada berbagai kekurangan masyarakat, pendekatan berbasis aset memulai
pembangunan dengan mengidentifikasi kekuatan yang telah dimiliki komunitas.
Pendekatan ini diyakini mampu meningkatkan rasa memiliki (sense of ownership),

memperkuat partisipasi, serta menciptakan keberlanjutan program pembangunan.

Dalam perspektif pemberdayaan berbasis komunitas, partisipasi masyarakat bukan
sekadar keterlibatan dalam pelaksanaan program, tetapi mencakup seluruh tahapan
pembangunan mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan, implementasi,
hingga evaluasi. Partisipasi yang bermakna memungkinkan masyarakat
membangun kapasitas kolektif serta menghasilkan berbagai bentuk perubahan

sosial yang lebih berkelanjutan.

Selain itu, pemberdayaan berbasis komunitas juga memberikan ruang bagi
berkembangnya pengetahuan lokal sebagai sumber inovasi. Berbagai pengalaman
menunjukkan bahwa solusi yang lahir dari komunitas sering kali lebih relevan
dengan kebutuhan masyarakat dibandingkan program yang dirancang secara
eksternal. Oleh karena itu, komunitas tidak hanya berfungsi sebagai penerima
pembangunan, tetapi juga sebagai produsen pengetahuan dan agen perubahan

sosial.



15

2.1.3 Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Global South

Meskipun konsep pemberdayaan berkembang luas dalam literatur pembangunan,
sebagian besar teori yang dominan lahir dari pengalaman negara-negara Global
North. Kondisi ini memunculkan kritik bahwa banyak teori pembangunan kurang
sensitif terhadap realitas sosial, budaya, dan historis masyarakat di negara

berkembang.

Escobar (1995) mengkritik paradigma pembangunan modern yang memandang
masyarakat Global South sebagai kelompok yang tertinggal dan harus mengikuti
jalur perkembangan negara-negara Barat. Menurutnya, paradigma tersebut sering
mengabaikan pengetahuan lokal, nilai budaya, dan kapasitas masyarakat dalam

mengembangkan solusi yang sesuai dengan konteks kehidupan mereka sendiri.

Perspektif Global South menempatkan komunitas sebagai sumber pengetahuan dan
inovasi yang penting. Pengetahuan lokal tidak dipandang sebagai hambatan
pembangunan, melainkan sebagai sumber daya strategis yang dapat menghasilkan
berbagai bentuk solusi yang lebih kontekstual dan berkelanjutan. Dalam kerangka
ini, pembangunan dipahami sebagai proses yang berakar pada pengalaman

masyarakat, bukan sekadar transfer model pembangunan dari luar.

Dalam konteks Indonesia, perspektif ini sangat relevan karena berbagai praktik
pemberdayaan masyarakat tumbuh dari kombinasi nilai budaya lokal, tradisi gotong
royong, solidaritas sosial, serta berbagai bentuk kelembagaan komunitas yang
berkembang secara organik. Berbagai komunitas berhasil menunjukkan bahwa
pembangunan yang bertumpu pada kekuatan lokal mampu menghasilkan
perubahan sosial yang lebih berkelanjutan dibandingkan pendekatan yang

sepenuhnya bergantung pada intervensi eksternal.

Oleh karena itu, perspektif Global South memberikan landasan penting bagi
penelitian ini untuk memahami bagaimana proses pemberdayaan masyarakat
berlangsung melalui pemanfaatan sumber daya lokal, penguatan kapasitas
komunitas, serta pengembangan inovasi yang berakar pada konteks sosial dan

budaya masyarakat.
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2.1.4 Faktor Kontekstual dalam Pemberdayaan Masyarakat

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat tidak berlangsung dalam ruang sosial yang
netral. Proses tersebut selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang membentuk
peluang, batasan, sumber daya, dan pola interaksi yang berkembang dalam
komunitas. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konteks menjadi penting untuk
menjelaskan mengapa suatu komunitas berhasil berkembang sementara komunitas

lain menghadapi berbagai hambatan.

Penelitian ini mengintegrasikan tiga perspektif teoritik untuk menjelaskan faktor
kontekstual yang memengaruhi proses pemberdayaan masyarakat, yaitu

Institutional Theory, Embeddedness Theory, dan Ecological Systems Theory.

Institutional Theory yang dikembangkan oleh DiMaggio dan Powell (1983)
menjelaskan bahwa organisasi dan komunitas beroperasi dalam lingkungan
kelembagaan yang terdiri atas aturan, norma, dan nilai yang memengaruhi perilaku
para aktor. Dukungan kebijakan, legitimasi sosial, akses terhadap sumber daya,
serta kemitraan dengan berbagai lembaga formal merupakan bagian dari konteks

institusional yang memengaruhi keberhasilan komunitas.

Embeddedness Theory dari Granovetter (1985) menegaskan bahwa tindakan sosial
dan ekonomi selalu tertanam dalam jaringan hubungan sosial. Oleh karena itu,
kualitas hubungan antaraktor, tingkat kepercayaan, pola kolaborasi, dan
kepemimpinan komunitas menjadi faktor penting yang memengaruhi keberhasilan

proses pemberdayaan.

Sementara itu, Ecological Systems Theory yang dikembangkan Bronfenbrenner
(1979) menjelaskan bahwa perilaku individu dan kelompok dipengaruhi oleh
berbagai sistem lingkungan yang saling berinteraksi. Dalam konteks komunitas,
nilai budaya, tradisi lokal, identitas kolektif, dan norma sosial menjadi faktor yang
memengaruhi cara masyarakat memaknai perubahan dan berpartisipasi dalam

pembangunan.
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Ketiga perspektif tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan
masyarakat sangat dipengaruhi oleh kualitas lingkungan institusional, relasional,

dan kultural yang melingkupinya.
2.1.5 Sintesis Faktor Kontekstual

Berdasarkan integrasi Institutional Theory, Embeddedness Theory, dan Ecological
Systems Theory, penelitian ini mengonstruksi faktor kontekstual sebagai ekosistem
yang membentuk proses pemberdayaan masyarakat. Faktor kontekstual tersebut
terdiri atas tiga dimensi utama, yaitu dimensi institusional, dimensi relasional, dan

dimensi kultural.

Dimensi institusional mencakup dukungan kebijakan, legitimasi sosial, kemitraan,
dan akses terhadap sumber daya. Dimensi relasional mencakup kualitas hubungan
sosial, kepercayaan, kepemimpinan, dan kolaborasi antaraktor. Adapun dimensi
kultural mencakup nilai budaya, identitas komunitas, norma sosial, dan tradisi yang

hidup dalam masyarakat.

Ketiga dimensi tersebut tidak diposisikan sebagai faktor yang berdiri sendiri,
melainkan sebagai enabling ecosystem yang memengaruhi efektivitas proses
pemberdayaan masyarakat. Dalam penelitian ini, faktor kontekstual menjadi
kondisi yang memungkinkan berkembangnya berbagai proses sosial yang
selanjutnya berkontribusi terhadap pembentukan modal sosial, pengembangan

kapasitas inovasi kolektif, dan pencapaian keberlanjutan multidimensi komunitas.
2.2 Inovasi Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat
2.2.1 Konsep Inovasi Sosial

Perubahan sosial yang semakin kompleks menuntut lahirnya berbagai solusi yang
tidak selalu dapat diselesaikan melalui mekanisme pasar maupun intervensi
pemerintah semata. Berbagai persoalan seperti kemiskinan, pengangguran,
ketimpangan sosial, degradasi lingkungan, rendahnya kualitas pendidikan, serta
melemahnya kohesi sosial memerlukan pendekatan yang mampu mengintegrasikan

partisipasi masyarakat, kolaborasi lintas sektor, dan pemanfaatan sumber daya lokal
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secara kreatif. Dalam konteks inilah konsep inovasi sosial (social innovation)
berkembang sebagai salah satu paradigma penting dalam studi pembangunan,

pemberdayaan masyarakat, dan transformasi sosial.

Istilah inovasi sosial mulai memperoleh perhatian luas sejak dekade 1990-an ketika
para akademisi dan praktisi pembangunan menyadari bahwa banyak persoalan
sosial tidak dapat diselesaikan hanya melalui inovasi teknologi atau pertumbuhan
ekonomi. Berbagai keberhasilan komunitas lokal dalam menciptakan solusi
berbasis masyarakat menunjukkan bahwa perubahan sosial sering kali lahir dari
inovasi dalam pola hubungan sosial, mekanisme kolaborasi, dan tata kelola
komunitas. Oleh karena itu, fokus inovasi sosial tidak terletak pada penciptaan
teknologi baru semata, melainkan pada kemampuan menghasilkan cara-cara baru

dalam mengorganisasi kehidupan sosial untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Secara konseptual, inovasi sosial berbeda dengan inovasi teknologi maupun inovasi
bisnis. Inovasi teknologi berorientasi pada penciptaan produk, proses, atau sistem
teknis yang lebih efisien. Inovasi bisnis berfokus pada penciptaan nilai ekonomi
dan keunggulan kompetitif. Sebaliknya, inovasi sosial berorientasi pada penciptaan
nilai sosial (social value) melalui perubahan pola interaksi, hubungan sosial,
kelembagaan, maupun tata kelola yang mampu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Dengan demikian, ukuran keberhasilan inovasi sosial tidak hanya
ditentukan oleh tingkat kebaruan (novelty), tetapi juga oleh sejauh mana inovasi
tersebut mampu memperbaiki kondisi sosial, memperluas partisipasi masyarakat,

dan meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan.

Mulgan et al. (2007) mendefinisikan inovasi sosial sebagai aktivitas dan layanan
baru yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan sosial sekaligus menciptakan
hubungan sosial yang lebih efektif dibandingkan pendekatan sebelumnya. Definisi
ini menunjukkan bahwa inovasi sosial memiliki dua tujuan yang saling berkaitan,
yaitu menghasilkan solusi atas masalah sosial dan memperkuat kapasitas

masyarakat untuk melakukan tindakan kolektif.

Pandangan yang serupa dikemukakan oleh Phills, Deiglmeier, dan Miller (2008)

yang mendefinisikan inovasi sosial sebagai solusi baru terhadap suatu masalah
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sosial yang lebih efektif, efisien, berkelanjutan, atau adil dibandingkan solusi yang
telah ada sebelumnya. Mereka menegaskan bahwa nilai utama yang dihasilkan dari
inovasi sosial ditujukan untuk masyarakat secara luas, bukan semata-mata untuk
kepentingan individu atau organisasi tertentu. Dengan demikian, dimensi
kebermanfaatan publik menjadi karakteristik utama yang membedakan inovasi

sosial dari bentuk inovasi lainnya.

Perspektif yang lebih komprehensif dikembangkan oleh Moulaert et al. (2013) yang
memandang inovasi sosial sebagai proses transformasi sosial yang mencakup tiga
dimensi utama. Pertama, pemenuhan kebutuhan sosial yang sebelumnya tidak
terpenuhi (satisfaction of human needs). Kedua, perubahan hubungan sosial
(changes in social relations) yang menghasilkan pola interaksi baru yang lebih
inklusif dan partisipatif. Ketiga, peningkatan kapasitas masyarakat untuk bertindak
secara kolektif (empowerment and socio-political capability). Dalam perspektif ini,
inovasi sosial tidak hanya menghasilkan solusi terhadap masalah sosial, tetapi juga

mengubah struktur sosial yang melatarbelakangi munculnya masalah tersebut.

Literatur kontemporer menunjukkan bahwa inovasi sosial memiliki beberapa
karakteristik utama. Pertama, berorientasi pada penyelesaian masalah sosial yang
nyata. Kedua, melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai aktor utama
perubahan. Ketiga, memanfaatkan sumber daya lokal secara kreatif. Keempat,
menghasilkan perubahan hubungan sosial dan kelembagaan. Kelima, menciptakan
nilai sosial yang berkelanjutan. Karakteristik ini menunjukkan bahwa inovasi sosial
bukan sekadar program atau kegiatan baru, melainkan suatu proses perubahan
sosial yang melibatkan transformasi cara berpikir, cara bekerja, dan cara

masyarakat mengelola sumber daya yang dimilikinya.

Dalam praktiknya, inovasi sosial umumnya berkembang melalui proses yang
bersifat kolaboratif. Murray, Caulier-Grice, dan Mulgan (2010) menjelaskan bahwa
inovasi sosial lahir melalui serangkaian tahapan yang meliputi identifikasi masalah
sosial, pengembangan ide, eksperimen, implementasi, evaluasi, hingga penyebaran
(scaling) dan institusionalisasi. Proses ini menunjukkan bahwa inovasi sosial
merupakan fenomena yang bersifat dinamis dan berkembang melalui pembelajaran

berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan inovasi sosial sangat bergantung pada
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kemampuan komunitas untuk belajar dari pengalaman, beradaptasi terhadap

perubahan, dan membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Aspek kolaborasi menjadi semakin penting karena inovasi sosial hampir selalu
melibatkan berbagai aktor yang berasal dari sektor yang berbeda. Pemerintah,
komunitas lokal, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, dunia usaha, dan
kelompok masyarakat menjadi bagian dari ekosistem inovasi sosial. Dalam konteks
ini, inovasi sosial tidak dipahami sebagai hasil kerja individu yang bersifat heroik,
melainkan sebagai produk interaksi sosial yang melibatkan berbagai sumber daya,
pengetahuan, dan kepentingan yang berbeda. Semakin kuat kolaborasi yang
terbangun, semakin besar peluang munculnya inovasi yang relevan dan

berkelanjutan.

Dalam perspektif pemberdayaan masyarakat, inovasi sosial memiliki posisi yang
sangat strategis karena memungkinkan masyarakat menjadi subjek pembangunan,
bukan sekadar objek penerima program. Inovasi sosial memberikan ruang bagi
komunitas untuk mengidentifikasi kebutuhannya sendiri, merancang solusi yang
sesuai dengan konteks lokal, serta mengelola proses perubahan secara mandiri.
Oleh karena itu, inovasi sosial sering dipandang sebagai instrumen penting dalam
membangun kemandirian, ketahanan komunitas (community resilience), dan

keberlanjutan pembangunan berbasis masyarakat.

Meskipun demikian, sejumlah kritik juga muncul terhadap konsep inovasi sosial.
Beberapa peneliti menilai bahwa sebagian besar studi inovasi sosial masih terlalu
menekankan aspek keberhasilan program tanpa menjelaskan secara memadai
mekanisme internal yang memungkinkan inovasi tersebut muncul dan berkembang.
Selain itu, banyak penelitian lebih berfokus pada hasil inovasi daripada proses
sosial yang mendasarinya. Akibatnya, masih terdapat keterbatasan dalam
memahami bagaimana nilai, hubungan sosial, pembelajaran kolektif, dan kapasitas

komunitas berinteraksi dalam menghasilkan inovasi yang berkelanjutan.

Kesenjangan inilah yang menjadi salah satu dasar pengembangan penelitian ini.
Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa inovasi sosial tidak muncul secara

spontan, tetapi merupakan hasil dari proses integrasi nilai, pembentukan modal
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sosial, pengembangan kepercayaan (trust), penguatan collective efficacy, dan
pembelajaran kolaboratif (collaborative learning) yang berlangsung dalam
komunitas. Dengan kata lain, inovasi sosial dipahami sebagai produk dari
mekanisme sosial yang tertanam (embedded) dalam sistem nilai dan relasi

komunitas.

Berdasarkan perspektif tersebut, penelitian ini mendefinisikan inovasi sosial
sebagai proses kolektif yang berakar pada integrasi nilai spiritual, sosial, dan
ekonomi, yang melalui modal sosial, kepercayaan, keyakinan kolektif, dan
pembelajaran kolaboratif menghasilkan solusi baru terhadap kebutuhan masyarakat
sekaligus memperkuat kapasitas komunitas untuk menciptakan perubahan yang
berkelanjutan. Definisi ini menjadi landasan konseptual bagi pengembangan
kerangka Value-Embedded Social Innovation (VESI) dan perumusan model yang

dikembangkan dalam penelitian ini.
2.2.2 Inovasi Sosial Berbasis Komunitas

Salah satu bentuk inovasi sosial yang memperoleh perhatian luas dalam studi
pembangunan kontemporer adalah community-based social innovation atau inovasi
sosial berbasis komunitas. Pendekatan ini menempatkan komunitas sebagai aktor
utama dalam keseluruhan proses perubahan sosial, mulai dari identifikasi
kebutuhan, perumusan masalah, pengembangan solusi, implementasi program,
hingga evaluasi dan keberlanjutan inovasi. Berbeda dengan pendekatan
pembangunan yang bersifat top-down, inovasi sosial berbasis komunitas berangkat
dari keyakinan bahwa masyarakat memiliki kapasitas untuk menjadi agen
perubahan (agents of change) yang mampu merancang dan mengelola solusi

terhadap persoalan yang mereka hadapi sendiri.

Landasan utama pendekatan ini adalah pengakuan terhadap pentingnya
pengetahuan lokal (local knowledge) dan pengalaman hidup masyarakat sebagai
sumber inovasi. Banyak persoalan sosial memiliki karakteristik yang sangat
kontekstual sehingga tidak selalu dapat diselesaikan melalui kebijakan yang bersifat
seragam atau solusi yang dirancang dari luar komunitas. Masyarakat lokal sering

kali memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai akar masalah, dinamika
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sosial, nilai budaya, serta sumber daya yang tersedia di lingkungannya. Oleh karena
itu, solusi yang lahir dari komunitas cenderung lebih relevan, lebih mudah diterima,
dan memiliki peluang keberhasilan yang lebih besar dibandingkan solusi yang

bersifat eksternal.

Pemikiran ini sejalan dengan pendekatan pembangunan partisipatif yang
dikemukakan oleh Robert Chambers, yang menekankan bahwa masyarakat
bukanlah objek pembangunan, melainkan subjek yang memiliki pengetahuan,
pengalaman, dan kapasitas untuk menentukan arah perubahan yang mereka
inginkan. Dalam perspektif ini, proses pembangunan yang efektif harus
memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap

tahap pengambilan keputusan.

Menurut Frances Westley dan Nino Antadze (2010), inovasi sosial berbasis
komunitas memiliki peluang keberhasilan yang lebih tinggi karena memperoleh
legitimasi sosial yang kuat dari masyarakat. Ketika anggota komunitas terlibat sejak
tahap awal proses inovasi, mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat
(beneficiaries), tetapi juga menjadi pemilik (owners) dari proses perubahan itu
sendiri. Keterlibatan tersebut menciptakan rasa memiliki (sense of ownership) yang
memperkuat komitmen, partisipasi, dan tanggung jawab kolektif dalam menjaga

keberlanjutan inovasi.

Legitimasi sosial merupakan aspek yang sangat penting dalam inovasi sosial
berbasis komunitas. Berbeda dengan program yang dirancang oleh aktor eksternal,
inovasi yang tumbuh dari komunitas umumnya lebih mudah memperoleh
kepercayaan masyarakat karena lahir dari kebutuhan yang benar-benar dirasakan
oleh anggota komunitas. Kepercayaan ini menjadi modal penting dalam
membangun partisipasi, mengurangi resistensi terhadap perubahan, serta

memperkuat dukungan sosial terhadap pelaksanaan program.

Dalam perspektif teori modal sosial, keberhasilan inovasi sosial berbasis komunitas
sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan sosial yang berkembang di antara
anggota masyarakat. Jaringan sosial, norma bersama, nilai-nilai kolektif, dan

tingkat kepercayaan yang tinggi menciptakan kondisi yang kondusif bagi
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munculnya kerja sama dan tindakan kolektif. Komunitas yang memiliki modal
sosial kuat umumnya lebih mampu mengorganisasi sumber daya, memobilisasi
partisipasi masyarakat, dan membangun kolaborasi untuk mengatasi berbagai

persoalan bersama.

Selain bergantung pada modal sosial, inovasi sosial berbasis komunitas juga
berkembang melalui proses pembelajaran kolektif (collective learning). Komunitas
belajar dari pengalaman, melakukan refleksi terhadap praktik yang telah dijalankan,
bertukar pengetahuan, serta mengembangkan solusi melalui proses coba-coba
(experimentation). Dengan demikian, inovasi sosial tidak muncul sebagai hasil dari
perencanaan yang sepenuhnya rasional dan linier, melainkan berkembang secara

bertahap melalui proses interaksi sosial yang berlangsung secara terus-menerus.

Murray, Caulier-Grice, dan Mulgan (2010) menjelaskan bahwa sebagian besar
inovasi sosial berkembang melalui siklus pembelajaran yang meliputi identifikasi
kebutuhan, pencarian ide, pengembangan prototipe, implementasi, evaluasi, hingga
proses penyebaran (scaling) dan institusionalisasi. Dalam konteks komunitas,
tahapan tersebut sering berlangsung secara informal melalui berbagai ruang
interaksi seperti pertemuan warga, kelompok swadaya masyarakat, komunitas

usaha, forum pemuda, kelompok keagamaan, maupun organisasi sosial lainnya.

Karakteristik penting lainnya dari inovasi sosial berbasis komunitas adalah
kemampuannya mengintegrasikan berbagai bentuk sumber daya yang tersedia di
tingkat lokal. Sumber daya tersebut tidak hanya berupa modal ekonomi, tetapi juga
mencakup pengetahuan lokal, nilai budaya, jejaring sosial, kepemimpinan
komunitas, solidaritas sosial, dan semangat gotong royong. Dalam banyak kasus,
keterbatasan sumber daya material justru mendorong masyarakat untuk

mengembangkan solusi yang kreatif dan adaptif berdasarkan potensi yang dimiliki.

Dalam konteks ini, inovasi sosial berbasis komunitas memiliki hubungan yang erat
dengan konsep community resilience atau ketahanan komunitas. Komunitas yang
mampu menghasilkan inovasi sosial umumnya memiliki kapasitas yang lebih baik
dalam menghadapi krisis, mengatasi ketidakpastian, dan beradaptasi terhadap

perubahan lingkungan sosial maupun ekonomi. Inovasi sosial menjadi instrumen
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yang memungkinkan komunitas mengembangkan berbagai strategi baru untuk
mempertahankan keberlangsungan kehidupan masyarakat di tengah berbagai

tantangan yang dihadapi.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa inovasi sosial berbasis komunitas dapat
ditemukan dalam beragam sektor pembangunan. Pada bidang ekonomi, inovasi
sosial muncul dalam bentuk usaha bersama, koperasi komunitas, pasar kreatif, dan
ekonomi berbasis komunitas. Pada bidang lingkungan, inovasi berkembang melalui
pengelolaan sampah berbasis masyarakat, konservasi sumber daya alam, dan
pertanian berkelanjutan. Pada bidang sosial dan pendidikan, inovasi diwujudkan
melalui pendidikan alternatif, pemberdayaan kelompok rentan, penguatan kapasitas
pemuda, serta pengembangan ruang-ruang belajar komunitas. Keragaman praktik
tersebut menunjukkan bahwa inovasi sosial berbasis komunitas memiliki

fleksibilitas tinggi untuk beradaptasi dengan kebutuhan lokal yang berbeda-beda.

Dalam konteks Indonesia, inovasi sosial berbasis komunitas memiliki akar yang
kuat dalam tradisi sosial masyarakat. Nilai gotong royong, musyawarah, solidaritas
sosial, kearifan lokal, dan kehidupan komunal yang masih relatif kuat di berbagai
daerah menjadi fondasi penting bagi berkembangnya berbagai bentuk inovasi
sosial. Banyak komunitas berhasil menciptakan solusi kreatif terhadap persoalan
sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui pengorganisasian masyarakat yang

berbasis pada nilai-nilai lokal tersebut.

Namun demikian, keberhasilan inovasi sosial berbasis komunitas tidak hanya
ditentukan oleh keberadaan nilai dan tradisi sosial. Berbagai studi menunjukkan
bahwa keberlanjutan inovasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan komunitas
membangun kepemimpinan yang adaptif, memperluas jejaring kemitraan,
mengembangkan mekanisme pembelajaran kolektif, serta memperkuat kapasitas
organisasi komunitas. Tanpa kemampuan tersebut, inovasi sering kali berhenti pada

tahap proyek dan sulit berkembang menjadi perubahan sosial yang berkelanjutan.

Dalam penelitian ini, inovasi sosial berbasis komunitas dipahami sebagai proses
perubahan sosial yang lahir dari kemampuan komunitas mengintegrasikan nilai-

nilai bersama, membangun modal sosial, memperkuat kepercayaan (trust),
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mengembangkan collective efficacy, dan menciptakan pembelajaran kolaboratif
(collaborative learning) untuk menghasilkan solusi terhadap berbagai kebutuhan
masyarakat. Perspektif ini menempatkan komunitas tidak hanya sebagai lokasi
terjadinya inovasi, tetapi sebagai aktor utama yang secara aktif membangun
kapasitas inovasi kolektif untuk mencapai keberlanjutan sosial, ekonomi, spiritual,
dan kelembagaan. Dengan demikian, inovasi sosial berbasis komunitas menjadi
fondasi konseptual yang menghubungkan teori inovasi sosial dengan model Value-
Embedded Social Innovation (VESI) dan pengembangan Model Pancadaya dalam

penelitian ini.
2.2.3 Inovasi Sosial sebagai Mekanisme Pemberdayaan

Hubungan antara inovasi sosial dan pemberdayaan masyarakat bersifat saling
menguatkan. Pemberdayaan menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat
berpartisipasi aktif dalam proses perubahan, sementara inovasi sosial menyediakan
sarana yang memungkinkan kapasitas tersebut diwujudkan dalam bentuk tindakan

kolektif yang menghasilkan perubahan nyata.

Dalam perspektif pemberdayaan, inovasi sosial dapat dipahami sebagai mekanisme
yang memungkinkan masyarakat mengubah berbagai potensi yang dimiliki menjadi
solusi atas masalah yang mereka hadapi. Proses tersebut tidak hanya meningkatkan
kapasitas teknis masyarakat, tetapi juga memperkuat kepercayaan diri, solidaritas

sosial, dan kemampuan kolektif untuk bertindak.

Cajaiba-Santana (2014) menjelaskan bahwa inovasi sosial merupakan hasil dari
proses interaksi sosial yang menghasilkan perubahan dalam cara masyarakat
memahami, mengorganisasi, dan menyelesaikan persoalan bersama. Oleh karena
itu, inovasi sosial bukan sekadar produk akhir berupa program atau kegiatan
tertentu, melainkan proses transformasi yang mengubah relasi sosial dalam

komunitas.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, inovasi sosial berfungsi sebagai arena
pembelajaran sosial (social learning). Melalui keterlibatan dalam berbagai aktivitas

inovatif, masyarakat memperoleh pengalaman baru, mengembangkan
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keterampilan, memperluas jaringan sosial, dan membangun kapasitas untuk
mengelola perubahan secara mandiri. Dengan kata lain, inovasi sosial berkontribusi
terhadap peningkatan keberdayaan masyarakat baik pada tingkat individu maupun

kolektif.

Selain itu, inovasi sosial juga menjadi sarana munculnya kepemimpinan partisipatif
dan tata kelola kolaboratif. Ketika masyarakat terlibat dalam proses inovasi, mereka
belajar membangun konsensus, berbagi tanggung jawab, serta mengambil
keputusan secara bersama-sama. Kondisi tersebut memperkuat kapasitas komunitas

untuk menghadapi berbagai tantangan yang muncul di masa depan.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini inovasi sosial dipandang bukan hanya sebagai
output dari proses pemberdayaan, tetapi juga sebagai mekanisme yang
mempercepat transformasi sosial menuju komunitas yang lebih mandiri, adaptif,

dan berkelanjutan.
2.2.4 Keberlanjutan Inovasi Sosial

Salah satu tantangan utama dalam kajian inovasi sosial adalah bagaimana
mempertahankan inovasi agar tetap relevan dan memberikan manfaat dalam jangka
panjang. Banyak inovasi sosial berhasil menciptakan perubahan positif pada tahap
awal, tetapi tidak mampu bertahan ketika menghadapi perubahan lingkungan,

berkurangnya partisipasi masyarakat, atau terbatasnya sumber daya yang tersedia.

Westley et al. (2014) menjelaskan bahwa keberlanjutan inovasi sosial ditentukan
oleh kemampuan komunitas untuk terus belajar, beradaptasi, dan mengembangkan
inovasi sesuai dengan perubahan konteks yang dihadapi. Inovasi yang bersifat statis
cenderung mengalami penurunan efektivitas seiring perubahan kebutuhan

masyarakat.

Keberlanjutan inovasi sosial tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan
program atau organisasi, tetapi juga mencakup keberlanjutan manfaat yang
dihasilkan bagi masyarakat. Suatu inovasi dapat dikatakan berkelanjutan apabila
mampu mempertahankan dampak positifnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi,

budaya, dan lingkungan masyarakat dalam jangka panjang.



27

Dalam konteks komunitas, keberlanjutan inovasi sangat dipengaruhi oleh tingkat
partisipasi masyarakat, kualitas kepemimpinan, kemampuan regenerasi organisasi,
dukungan kelembagaan, serta kesesuaian inovasi dengan nilai-nilai yang hidup
dalam komunitas. Inovasi yang bertentangan dengan sistem nilai masyarakat

umumnya sulit memperoleh legitimasi sosial dan cenderung tidak bertahan lama.

Lebih lanjut, keberlanjutan inovasi sosial juga bergantung pada kemampuan
komunitas membangun kapasitas adaptif. Kemampuan ini memungkinkan
komunitas mengenali perubahan lingkungan, mengidentifikasi peluang baru, serta
melakukan penyesuaian terhadap strategi dan aktivitas yang dijalankan. Dalam
perspektif ini, keberlanjutan bukan sekadar kemampuan bertahan, tetapi
kemampuan untuk terus berkembang melalui proses pembelajaran dan inovasi yang

berkelanjutan.

Berdasarkan wuraian tersebut, dapat dipahami bahwa inovasi sosial yang
berkelanjutan merupakan hasil dari kombinasi antara partisipasi masyarakat,
kapasitas kolektif, dukungan lingkungan, dan kemampuan adaptasi komunitas.
Perspektif ini menjadi penting dalam penelitian karena memberikan dasar teoritik
untuk menjelaskan bagaimana komunitas mampu mempertahankan proses inovasi

dan mengubahnya menjadi keberlanjutan multidimensi dalam jangka panjang.

2.3 Keberlanjutan Multidimensi Komunitas
2.3.1 Konsep Keberlanjutan Komunitas

Konsep keberlanjutan (sustainability) pada awalnya berkembang dalam diskursus
lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Laporan World Commission on
Environment and Development (WCED) melalui Brundtland Report
mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang mampu
memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi
mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (WCED, 1987). Seiring
perkembangannya, konsep keberlanjutan tidak lagi terbatas pada isu lingkungan,
tetapi mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan

kelembagaan.



28

Dalam konteks komunitas, keberlanjutan tidak hanya berarti kemampuan suatu
organisasi atau program untuk bertahan dalam jangka panjang. Keberlanjutan
komunitas merujuk pada kemampuan masyarakat mempertahankan fungsi sosial,
identitas kolektif, kapasitas adaptasi, serta kemampuan menciptakan kesejahteraan

secara berkelanjutan di tengah berbagai perubahan lingkungan yang dihadapi.

Magis (2010) mendefinisikan keberlanjutan komunitas sebagai kapasitas
komunitas untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya
melalui tindakan kolektif yang dilakukan secara berkelanjutan. Perspektif ini
menekankan bahwa keberlanjutan bukan sekadar kondisi akhir (outcome), tetapi
juga proses sosial yang memungkinkan komunitas terus belajar, beradaptasi, dan

berkembang.

Lockwood et al. (2010) menjelaskan bahwa keberlanjutan komunitas merupakan
fenomena multidimensional yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu
indikator tunggal. Sebuah komunitas dapat mengalami pertumbuhan ekonomi yang
tinggi tetapi kehilangan solidaritas sosial, atau memiliki kohesi sosial yang kuat
namun mengalami stagnasi ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman yang
komprehensif mengenai keberlanjutan harus memperhatikan berbagai dimensi

kehidupan komunitas secara simultan.

Dalam penelitian ini, keberlanjutan dipahami sebagai kemampuan komunitas untuk
mempertahankan nilai, relasi sosial, aktivitas ekonomi, kapasitas kelembagaan,
identitas budaya, dan kualitas lingkungan melalui proses pembelajaran, inovasi,

serta tindakan kolektif yang berlangsung secara berkelanjutan.
2.3.2 Keberlanjutan Spiritual

Literatur pembangunan modern cenderung menempatkan aspek spiritual sebagai
faktor yang berada di luar kajian keberlanjutan. Namun, berbagai penelitian
menunjukkan bahwa nilai-nilai spiritual memiliki kontribusi penting dalam
membangun ketahanan dan keberlanjutan komunitas, terutama pada masyarakat

yang memiliki basis religius dan budaya yang kuat.
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Spiritualitas dalam konteks komunitas tidak hanya berkaitan dengan praktik
keagamaan formal, tetapi juga mencakup sistem nilai, orientasi moral, tujuan hidup,
dan makna kolektif yang menjadi landasan tindakan sosial. Nilai-nilai seperti
keikhlasan, amanah, tanggung jawab sosial, kepedulian terhadap sesama, serta
orientasi pada kemaslahatan bersama sering kali menjadi sumber motivasi yang
mendorong masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam berbagai aktivitas

komunitas.

Baker dan Skinner (2006) menjelaskan bahwa spiritual capital merupakan sumber
daya yang berasal dari nilai dan keyakinan yang mampu memperkuat komitmen,
solidaritas, dan ketahanan sosial masyarakat. Modal spiritual tersebut berfungsi
sebagai energi moral yang memungkinkan komunitas mempertahankan aktivitas

kolektif meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya material.

Dalam konteks Indonesia, dimensi spiritual sering kali terintegrasi dengan
kehidupan sosial masyarakat melalui tradisi keagamaan, budaya gotong royong,
filantropi sosial, dan berbagai bentuk solidaritas komunitas. Oleh karena itu,
keberlanjutan spiritual dapat dipahami sebagai kemampuan komunitas
mempertahankan sistem nilai dan orientasi moral yang memberikan makna

terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan.
2.3.3 Keberlanjutan Sosial

Keberlanjutan sosial mengacu pada kemampuan komunitas mempertahankan
hubungan sosial yang harmonis, memperkuat kohesi sosial, serta menciptakan
ruang partisipasi yang inklusif bagi seluruh anggota masyarakat. Dimensi ini
menjadi fondasi penting karena hampir seluruh aktivitas kolektif bergantung pada

kualitas hubungan sosial yang berkembang dalam komunitas.

Dempsey et al. (2011) menjelaskan bahwa keberlanjutan sosial ditandai oleh
tingginya tingkat partisipasi masyarakat, keberadaan rasa saling percaya, solidaritas
sosial, serta kemampuan komunitas mengelola konflik secara konstruktif.

Komunitas yang memiliki keberlanjutan sosial yang kuat cenderung lebih mampu
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mempertahankan partisipasi anggota dan menjaga stabilitas sosial dalam jangka

panjang.

Dalam perspektif modal sosial, keberlanjutan sosial tercermin melalui kemampuan
komunitas mempertahankan jaringan sosial, norma timbal balik, dan kepercayaan
yang memungkinkan terjadinya kerja sama. Hubungan sosial yang kuat tidak hanya
meningkatkan efektivitas tindakan kolektif, tetapi juga memperkuat kapasitas

komunitas untuk menghadapi berbagai perubahan dan tantangan.

Oleh karena itu, keberlanjutan sosial dalam penelitian ini dipahami sebagai
kemampuan komunitas mempertahankan kohesi sosial, partisipasi warga,
solidaritas, dan hubungan kolaboratif yang mendukung keberlangsungan kehidupan

komunitas.
2.3.4 Keberlanjutan Ekonomi

Keberlanjutan ekonomi berkaitan dengan kemampuan komunitas menciptakan,
mengelola, dan mempertahankan sumber daya ekonomi yang mendukung
kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dimensi ini tidak hanya
menyangkut peningkatan pendapatan, tetapi juga mencakup ketahanan ekonomi,
diversifikasi sumber penghidupan, serta kemampuan menghadapi berbagai

perubahan ekonomi.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, keberlanjutan ekonomi menjadi penting
karena menyediakan basis material yang memungkinkan komunitas
mempertahankan berbagai aktivitas sosial yang dijalankan. Komunitas yang
memiliki kapasitas ekonomi yang memadai cenderung lebih mandiri dan tidak

terlalu bergantung pada bantuan eksternal.

Emery dan Flora (2006) menjelaskan bahwa keberlanjutan ekonomi dalam
komunitas tidak dapat dipisahkan dari berbagai bentuk modal lainnya, termasuk
modal sosial, modal manusia, dan modal budaya. Oleh karena itu, keberhasilan
ekonomi yang tidak disertai penguatan relasi sosial dan nilai-nilai komunitas sering

kali menghasilkan ketimpangan dan konflik internal.
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Dalam penelitian ini, keberlanjutan ekonomi dipahami sebagai kemampuan
komunitas menciptakan kesejahteraan ekonomi yang inklusif, memperkuat
ketahanan ekonomi lokal, dan mendukung keberlangsungan aktivitas komunitas

dalam jangka panjang.
2.3.5 Keberlanjutan Kultural

Budaya merupakan sumber daya strategis yang berperan penting dalam membentuk
identitas, nilai, dan praktik sosial komunitas. Oleh karena itu, berbagai studi
kontemporer mulai menempatkan budaya sebagai salah satu dimensi penting dalam

pembangunan berkelanjutan.

Duxbury et al. (2012) menjelaskan bahwa budaya tidak hanya berfungsi sebagai
warisan sosial, tetapi juga sebagai sumber daya yang mendukung kreativitas,
inovasi, kohesi sosial, dan ketahanan komunitas. Sementara itu, Soini dan Dessein
(2016) menegaskan bahwa budaya dapat dipahami sebagai pilar keberlanjutan,

instrumen keberlanjutan, sekaligus fondasi keberlanjutan itu sendiri.

Dalam konteks komunitas, keberlanjutan kultural berkaitan dengan kemampuan
masyarakat mempertahankan identitas, tradisi, nilai, dan praktik budaya yang
menjadi ciri khas komunitas tersebut. Namun demikian, keberlanjutan budaya tidak
berarti mempertahankan tradisi secara statis. Sebaliknya, keberlanjutan budaya
mencerminkan kemampuan komunitas mengadaptasi dan mentransformasikan nilai

budaya agar tetap relevan dengan perubahan zaman.

Dengan demikian, keberlanjutan kultural dalam penelitian ini dipahami sebagai
kemampuan komunitas menjaga dan mengembangkan identitas budaya, nilai lokal,

serta tradisi sosial yang mendukung keberlangsungan kehidupan masyarakat.
2.3.6 Keberlanjutan Kelembagaan

Keberlanjutan ~ kelembagaan = merujuk  pada  kemampuan  komunitas
mempertahankan efektivitas organisasi, kepemimpinan, tata kelola, serta jaringan

kemitraan yang mendukung keberlangsungan aktivitas komunitas. Dimensi ini
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menjadi penting karena berbagai program pemberdayaan sering kali gagal berlanjut

akibat lemahnya kapasitas kelembagaan yang menopang program tersebut.

North (1990) menjelaskan bahwa institusi merupakan seperangkat aturan formal
dan informal yang membentuk pola interaksi sosial dalam masyarakat. Institusi
berfungsi menciptakan stabilitas, mengurangi ketidakpastian, dan memungkinkan

terjadinya kerja sama yang berkelanjutan.

Sementara itu, Ostrom (1990) menunjukkan bahwa keberhasilan komunitas dalam
mengelola sumber daya bersama sangat dipengaruhi oleh keberadaan institusi lokal
yang kuat, partisipatif, dan adaptif. Komunitas yang memiliki sistem
kepemimpinan yang jelas, mekanisme regenerasi yang efektif, dan tata kelola yang
transparan cenderung lebih mampu mempertahankan keberlanjutan program dalam

jangka panjang.

Dalam penelitian ini, keberlanjutan kelembagaan dipahami sebagai kemampuan
komunitas mempertahankan struktur organisasi, kepemimpinan, tata kelola,
mekanisme regenerasi, serta jaringan kemitraan yang menopang keberlangsungan

aktivitas komunitas.
2.3.7 Keberlanjutan Lingkungan

Keberlanjutan lingkungan mengacu pada kemampuan komunitas menjaga kualitas
lingkungan hidup dan mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab demi
keberlangsungan generasi saat ini maupun generasi mendatang. Dimensi ini
menjadi semakin penting di tengah meningkatnya berbagai persoalan ekologis yang

dihadapi masyarakat.

Elkington (1997) melalui konsep Triple Bottom Line menegaskan bahwa
keberlanjutan harus mencakup keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan
lingkungan. Dalam konteks komunitas, keberlanjutan lingkungan tercermin dalam
berbagai praktik pengelolaan sumber daya lokal yang memperhatikan prinsip

konservasi, efisiensi, dan tanggung jawab ekologis.
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Keberlanjutan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan pelestarian sumber daya
alam, tetapi juga mencakup berkembangnya kesadaran ekologis dalam kehidupan
masyarakat. Kesadaran tersebut mendorong komunitas untuk mengembangkan
berbagai praktik sosial yang lebih ramah lingkungan dan berorientasi pada

keberlanjutan.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini keberlanjutan lingkungan dipahami sebagai
kemampuan komunitas mengelola, menjaga, dan memanfaatkan sumber daya

lingkungan secara berkelanjutan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
2.3.8 Sintesis Keberlanjutan Multidimensi

Berdasarkan berbagai perspektif teoritik yang telah diuraikan, penelitian ini
memandang bahwa keberlanjutan komunitas tidak dapat dijelaskan hanya melalui
dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagaimana yang umum digunakan
dalam paradigma pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks komunitas berbasis
masyarakat, keberlanjutan juga dipengaruhi oleh kemampuan mempertahankan
nilai spiritual, identitas budaya, dan kapasitas kelembagaan yang menopang

kehidupan komunitas.
Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan konsep Keberlanjutan
Multidimensi yang terdiri atas enam dimensi utama, yaitu:

1. Keberlanjutan Spiritual;

2. Keberlanjutan Sosial;

3. Keberlanjutan Ekonomi;

4. Keberlanjutan Kultural;

5. Keberlanjutan Kelembagaan; dan

6. Keberlanjutan Lingkungan.
Keenam dimensi tersebut dipahami sebagai outcome dari proses transformasi sosial
yang berawal dari integrasi nilai, berkembang menjadi modal sosial, dikonversi

menjadi kapasitas inovasi kolektif, dan berlangsung dalam konteks institusional,

relasional, serta kultural tertentu.
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Dengan demikian, keberlanjutan multidimensi dalam penelitian ini didefinisikan
sebagai kemampuan komunitas mempertahankan nilai spiritual, hubungan sosial,
aktivitas ekonomi, identitas budaya, kapasitas kelembagaan, dan kualitas
lingkungan secara berkelanjutan melalui proses pembelajaran, inovasi, dan

tindakan kolektif.

2.4 Modal Sosial dan Kapasitas Inovasi Kolektif
2.4.1 Konsep Modal Sosial

Dalam kajian pembangunan masyarakat dan pemberdayaan komunitas, modal
sosial (social capital) merupakan salah satu konsep yang paling banyak digunakan
untuk menjelaskan kemampuan masyarakat dalam membangun kerja sama,
memobilisasi sumber daya, dan menghasilkan tindakan kolektif. Berbeda dengan
modal ekonomi yang berupa aset material maupun modal manusia yang berupa
pengetahuan dan keterampilan individu, modal sosial merujuk pada sumber daya
yang tertanam dalam hubungan sosial dan dapat dimanfaatkan untuk mencapai

tujuan bersama.

Bourdieu (1986) mendefinisikan modal sosial sebagai keseluruhan sumber daya
aktual maupun potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan hubungan sosial
yang relatif permanen. Perspektif ini menekankan bahwa jaringan sosial
memberikan keuntungan tertentu bagi individu maupun kelompok karena
membuka akses terhadap berbagai sumber daya yang tidak dapat diperoleh secara

individual.

Coleman (1988) kemudian memperluas konsep tersebut dengan memandang modal
sosial sebagai karakteristik hubungan sosial yang memfasilitasi tindakan kolektif.
Menurut Coleman, modal sosial tercermin dalam kewajiban sosial, norma,
kepercayaan, dan saluran informasi yang berkembang dalam suatu komunitas.
Modal sosial menjadi mekanisme yang memungkinkan masyarakat bekerja sama

secara lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama.
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Sementara itu, Putnam (2000) mempopulerkan modal sosial sebagai kombinasi
antara jaringan sosial, norma timbal balik (reciprocity), dan kepercayaan (trust)
yang memungkinkan masyarakat melakukan koordinasi dan kerja sama untuk
kepentingan bersama. Dalam perspektif Putnam, komunitas yang memiliki tingkat
modal sosial yang tinggi cenderung lebih mampu menyelesaikan berbagai
persoalan kolektif, membangun partisipasi warga, serta menghasilkan tata kelola

sosial yang lebih efektif.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, modal sosial menjadi aset strategis
karena memungkinkan komunitas mengatasi keterbatasan sumber daya ekonomi
melalui kerja sama, solidaritas, dan kolaborasi. Berbagai penelitian menunjukkan
bahwa komunitas dengan tingkat kepercayaan dan jaringan sosial yang kuat
cenderung lebih adaptif terhadap perubahan, lebih mampu mengelola konflik, dan

lebih berhasil mengembangkan berbagai bentuk inovasi sosial.

Oleh karena itu, penelitian ini memandang modal sosial sebagai sumber daya
kolektif yang terbentuk melalui jaringan sosial, kepercayaan, norma timbal balik,

dan hubungan kolaboratif yang memungkinkan masyarakat melakukan tindakan
2.4.2 Dimensi Modal Sosial: Bonding, Bridging, dan Linking

Perkembangan literatur modal sosial menunjukkan bahwa hubungan sosial dalam
masyarakat tidak bersifat seragam. Individu dan kelompok membangun relasi
dalam berbagai bentuk yang memiliki fungsi, karakteristik, dan kontribusi yang
berbeda terhadap kehidupan sosial. Oleh karena itu, pemahaman mengenai modal
sosial tidak cukup hanya melihat keberadaan jaringan sosial (social networks),
tetapi juga perlu memahami jenis hubungan yang terbentuk serta sumber daya yang

dapat diakses melalui hubungan tersebut.

Dalam konteks ini, Michael Woolcock (2001) mengembangkan klasifikasi modal
sosial ke dalam tiga dimensi utama, yaitu bonding social capital, bridging social
capital, dan linking social capital. Ketiga dimensi tersebut menjelaskan bagaimana
hubungan sosial beroperasi pada tingkat internal komunitas, antar komunitas,

maupun antara komunitas dengan institusi yang memiliki otoritas dan sumber daya
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yang lebih besar. Klasifikasi ini menjadi salah satu pendekatan yang paling banyak
digunakan dalam studi pembangunan komunitas, pemberdayaan masyarakat, dan
inovasi sosial karena mampu menjelaskan mekanisme bagaimana jaringan sosial

menghasilkan manfaat kolektif.

Secara konseptual, ketiga dimensi modal sosial tersebut tidak dapat dipahami
sebagai kategori yang berdiri sendiri. Sebaliknya, ketiganya membentuk suatu
sistem relasional yang saling melengkapi dalam mendukung kemampuan
komunitas untuk bertahan, berkembang, dan berinovasi. Komunitas yang hanya
memiliki satu jenis modal sosial tanpa didukung oleh jenis lainnya sering kali
menghadapi keterbatasan dalam mengakses sumber daya, membangun kolaborasi,

maupun merespons perubahan lingkungan.
a. Bonding Social Capital: Fondasi Kohesi dan Solidaritas Internal

Bonding social capital merujuk pada hubungan sosial yang terjalin di antara
individu-individu yang memiliki kesamaan identitas, nilai, latar belakang sosial,
budaya, agama, etnis, maupun hubungan kekerabatan. Hubungan ini biasanya
berkembang dalam kelompok yang relatif homogen dan ditandai oleh tingkat
kedekatan emosional yang tinggi, interaksi yang intensif, serta rasa saling percaya

yang kuat.

Menurut Robert D. Putnam (2000), bonding social capital berfungsi sebagai "lem
sosial" (social glue) yang menyatukan anggota komunitas. Melalui hubungan yang
erat tersebut, masyarakat membangun solidaritas, rasa kebersamaan, serta
mekanisme saling membantu yang menjadi fondasi penting bagi kehidupan
kolektif. Dalam banyak komunitas, ikatan keluarga, kelompok keagamaan,
kelompok adat, maupun kelompok masyarakat lokal menjadi sumber utama

terbentuknya bonding social capital.

Fungsi utama bonding social capital adalah menciptakan rasa aman sosial (social
security) dan dukungan sosial (social support) bagi anggota komunitas. Ketika
menghadapi kesulitan ekonomi, bencana, atau krisis sosial, anggota komunitas

yang memiliki ikatan kuat cenderung saling membantu melalui mekanisme gotong
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royong, bantuan sukarela, dan solidaritas sosial. Oleh karena itu, bonding social
capital sering dipandang sebagai sumber ketahanan sosial (social resilience) yang

memungkinkan komunitas bertahan dalam situasi yang sulit.

Dalam konteks inovasi sosial, bonding social capital menyediakan fondasi awal
bagi munculnya tindakan kolektif. Tingginya tingkat kepercayaan dan solidaritas
memungkinkan anggota komunitas bekerja sama tanpa harus mengandalkan
kontrol formal yang berlebihan. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang
mendukung partisipasi, keterlibatan, dan komitmen terhadap berbagai aktivitas

kolektif.

Namun demikian, literatur juga menunjukkan bahwa bonding social capital dapat
memiliki sisi negatif apabila berkembang secara eksklusif. Ikatan yang terlalu kuat
dalam kelompok tertentu dapat menghasilkan kecenderungan tertutup terhadap
pihak luar, memperkuat eksklusivisme kelompok, dan menghambat masuknya ide-
ide baru. Fenomena ini sering disebut sebagai the dark side of social capital, yaitu
kondisi ketika modal sosial yang kuat justru membatasi kemampuan komunitas
untuk beradaptasi dan berinovasi (Portes, 1998). Oleh karena itu, bonding social
capital perlu diimbangi oleh bentuk modal sosial lainnya yang memungkinkan

komunitas membangun hubungan yang lebih luas.
b. Bridging Social Capital: Jembatan Pertukaran Pengetahuan dan Kolaborasi

Berbeda dengan bonding social capital yang berkembang dalam kelompok yang
relatif homogen, bridging social capital merujuk pada hubungan sosial yang
menghubungkan individu atau kelompok yang memiliki latar belakang berbeda.
Hubungan ini dapat terjadi antar komunitas, antar organisasi, antar kelompok
profesi, maupun antar kelompok sosial yang memiliki identitas dan pengalaman

yang beragam.

Putnam (2000) menggambarkan bridging social capital sebagai "pelumas sosial"
(social lubricant) yang memungkinkan berbagai kelompok membangun hubungan
kerja sama meskipun memiliki perbedaan identitas dan kepentingan. Melalui

hubungan tersebut, masyarakat memperoleh akses terhadap informasi baru,
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perspektif yang berbeda, serta berbagai sumber daya yang tidak tersedia dalam

jaringan internal mereka.

Dalam perspektif teori embeddedness, Mark Granovetter (1973; 1985) menjelaskan
bahwa hubungan yang bersifat lemah (weak ties) sering kali lebih efektif dalam
menyediakan informasi baru dibandingkan hubungan yang sangat dekat (strong
ties). Hubungan dengan kelompok yang berbeda membuka peluang bagi individu
untuk mengakses pengetahuan, pengalaman, dan inovasi yang tidak tersedia dalam
lingkaran sosialnya sendiri. Oleh karena itu, bridging social capital memiliki

kontribusi yang sangat besar terhadap proses pembelajaran dan inovasi.

Dalam konteks inovasi sosial berbasis komunitas, bridging social capital
memungkinkan terjadinya pertukaran ide, transfer pengetahuan, dan kolaborasi
lintas kelompok. Hubungan dengan komunitas lain, organisasi masyarakat sipil,
kelompok usaha, maupun jaringan profesional memperluas wawasan komunitas
dan meningkatkan kapasitas mereka dalam mengembangkan solusi yang lebih

kreatif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi.

Selain memperluas akses terhadap informasi, bridging social capital juga berperan
penting dalam membangun inklusivitas sosial. Komunitas yang memiliki hubungan
lintas kelompok umumnya lebih terbuka terhadap keberagaman, lebih toleran
terhadap perbedaan, dan lebih mampu membangun kolaborasi dalam lingkungan
yang kompleks. Dengan demikian, bridging social capital menjadi mekanisme
yang memperkuat kemampuan komunitas untuk beradaptasi dan berkembang di

tengah perubahan sosial yang semakin dinamis.

¢. Linking Social Capital: Akses terhadap Sumber Daya Strategis dan

Kekuasaan

Dimensi ketiga adalah [linking social capital, yaitu hubungan vertikal yang
menghubungkan komunitas dengan aktor, institusi, atau organisasi yang memiliki
sumber daya, kewenangan, dan pengaruh yang lebih besar. Hubungan ini dapat

terjalin dengan pemerintah, perguruan tinggi, lembaga donor, sektor swasta,
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organisasi nonpemerintah, maupun berbagai institusi lain yang berada di luar

komunitas.

Menurut Woolcock (2001), linking social capital menjadi sangat penting karena
tidak semua kebutuhan komunitas dapat dipenuhi melalui sumber daya internal.
Banyak peluang pengembangan komunitas bergantung pada kemampuan
mengakses informasi strategis, dukungan kebijakan, bantuan teknis, pendanaan,
maupun jejaring yang lebih luas. Hubungan vertikal tersebut memungkinkan

komunitas memperoleh sumber daya yang tidak dapat dihasilkan sendiri.

Dalam perspektif pembangunan masyarakat, linking social capital sering
dipandang sebagai faktor yang menentukan kemampuan komunitas untuk
memperluas skala inovasi (scaling social innovation). Banyak inovasi sosial lokal
yang berhasil pada tingkat komunitas tetapi gagal berkembang lebih luas karena
tidak memiliki akses terhadap dukungan kelembagaan dan sumber daya eksternal.
Sebaliknya, komunitas yang mampu membangun hubungan yang kuat dengan
berbagai institusi sering kali lebih berhasil memperluas dampak inovasi yang

mereka kembangkan.

Selain berfungsi sebagai saluran akses sumber daya, /inking social capital juga
meningkatkan legitimasi sosial dan politik komunitas. Hubungan yang baik dengan
pemerintah maupun institusi lain dapat memperkuat posisi tawar komunitas dalam
proses pengambilan keputusan serta meningkatkan peluang mereka untuk

memengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Integrasi Bonding, Bridging, dan Linking dalam Kapasitas Inovasi Komunitas

Meskipun memiliki fungsi yang berbeda, ketiga dimensi modal sosial tersebut
bekerja secara saling melengkapi. Bonding social capital menciptakan fondasi
kepercayaan, solidaritas, dan kohesi internal yang memungkinkan komunitas
bertindak secara kolektif. Bridging social capital memperluas akses terhadap
informasi, pengetahuan, dan kolaborasi lintas kelompok. Sementara itu, linking
social capital membuka akses terhadap sumber daya strategis, dukungan

kelembagaan, dan peluang pengembangan yang lebih luas.
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Dalam konteks inovasi sosial, kombinasi ketiga dimensi tersebut menjadi prasyarat
penting bagi terbentuknya kapasitas inovasi kolektif. Komunitas yang hanya
memiliki bonding social capital cenderung kuat secara internal tetapi kurang
adaptif terhadap perubahan. Sebaliknya, komunitas yang hanya mengandalkan
bridging dan linking tanpa didukung kohesi internal yang kuat sering mengalami

kesulitan dalam membangun komitmen dan partisipasi anggota.

Oleh karena itu, kapasitas inovasi kolektif berkembang secara optimal ketika
komunitas mampu mengintegrasikan ketiga bentuk modal sosial tersebut secara
seimbang. Integrasi tersebut memungkinkan komunitas membangun kepercayaan
internal, mengakses pengetahuan baru, memperoleh dukungan eksternal, serta
mengembangkan berbagai bentuk inovasi yang relevan dengan kebutuhan
masyarakat. Dalam kerangka penelitian ini, kombinasi bonding, bridging, dan
linking social capital diposisikan sebagai mekanisme struktural yang
menghubungkan integrasi nilai dengan proses pembentukan trust, collective
efficacy, collaborative learning, dan pada akhirnya kapasitas inovasi kolektif yang

menopang keberlanjutan multidimensi komunitas.
2.4.3 Modal Sosial dalam Komunitas Multi-Etnis dan Peri-Urban

Komunitas yang berada pada wilayah peri-urban umumnya memiliki karakteristik
sosial yang lebih kompleks dibandingkan komunitas pedesaan tradisional. Proses
urbanisasi, mobilitas penduduk, serta interaksi berbagai kelompok sosial
menciptakan masyarakat yang lebih heterogen dari segi etnis, agama, pekerjaan,

dan status sosial.

Dalam kondisi tersebut, pengelolaan modal sosial menjadi faktor penting yang
menentukan kemampuan komunitas menjaga kohesi sosial sekaligus membangun
kolaborasi lintas kelompok. Ketergantungan yang berlebihan pada bonding social
capital dapat memperkuat solidaritas internal, tetapi berpotensi menciptakan
eksklusivitas sosial. Sebaliknya, penguatan bridging dan linking social capital
memungkinkan komunitas membangun hubungan yang lebih terbuka dan adaptif

terhadap perubahan.
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Literatur menunjukkan bahwa komunitas yang berhasil mengintegrasikan bonding,
bridging, dan linking social capital cenderung memiliki kapasitas adaptasi yang
lebih tinggi dibandingkan komunitas yang hanya mengandalkan salah satu bentuk
modal sosial. Mereka tidak hanya mampu mempertahankan solidaritas internal,
tetapi juga mampu menjalin kolaborasi lintas kelompok dan membangun kemitraan

strategis dengan berbagai aktor eksternal.

Kondisi tersebut menjadi sangat relevan dalam penelitian ini karena komunitas
Payungi berkembang dalam lingkungan sosial yang relatif heterogen serta
melibatkan berbagai aktor dari sektor masyarakat, pemerintah, akademisi, pelaku

usaha, dan komunitas kreatif.
2.4.4 Kapasitas Inovasi Kolektif

Keberhasilan komunitas dalam menghasilkan inovasi tidak hanya ditentukan oleh
kreativitas individu, tetapi juga oleh kemampuan komunitas mengembangkan
kapasitas inovasi kolektif (collective innovation capacity). Kapasitas inovasi
kolektif merujuk pada kemampuan suatu komunitas untuk menciptakan,
mengadopsi, mengembangkan, dan mempertahankan berbagai solusi baru secara

bersama-sama guna menjawab kebutuhan dan tantangan yang dihadapi.

Konsep ini berakar pada literatur social innovation, collective action, dan
community innovation yang memandang inovasi sebagai hasil interaksi sosial,
bukan semata-mata produk kreativitas individu. Mulgan et al. (2007) menjelaskan
bahwa inovasi sosial lahir melalui kolaborasi berbagai aktor yang memiliki tujuan
bersama dalam menyelesaikan persoalan sosial. Sementara itu, Moulaert et al.
(2013) menegaskan bahwa inovasi sosial tidak hanya menghasilkan solusi baru,

tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat untuk bertindak secara kolektif.

Kapasitas inovasi  kolektif mencakup kemampuan komunitas untuk
mengidentifikasi kebutuhan sosial, menghasilkan ide-ide baru, mengorganisasi
sumber daya, memobilisasi partisipasi masyarakat, membangun konsensus, serta

mempertahankan komitmen terhadap proses perubahan yang berlangsung.
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Dalam penelitian ini, kapasitas inovasi kolektif dipahami sebagai kemampuan
komunitas mengembangkan dan mempertahankan solusi sosial baru melalui proses
kolaboratif yang melibatkan partisipasi, pembelajaran, dan tindakan kolektif

masyarakat.

2.4.5 Mekanisme Transformasi Modal Sosial menjadi Kapasitas Inovasi

Kolektif

Meskipun berbagai penelitian menunjukkan hubungan positif antara modal sosial
dan inovasi, mekanisme yang menjelaskan bagaimana modal sosial
ditransformasikan menjadi kapasitas inovasi kolektif masih relatif terbatas.
Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa transformasi tersebut tidak berlangsung
secara otomatis, melainkan melalui serangkaian mekanisme sosial yang saling

berkaitan.
a. Trust sebagai Fondasi Interaksi Kolektif

Trust (kepercayaan) merupakan elemen fundamental dalam modal sosial yang
memungkinkan individu maupun kelompok membangun hubungan kerja sama
yang stabil, produktif, dan berkelanjutan. Dalam perspektif modal sosial,
kepercayaan tidak hanya dipahami sebagai keyakinan terhadap integritas dan niat
baik pihak lain, tetapi juga sebagai ekspektasi bahwa anggota komunitas akan
bertindak sesuai norma, nilai, dan komitmen bersama yang telah disepakati.
Keberadaan trust menjadi prasyarat penting bagi terbentuknya tindakan kolektif
karena memungkinkan individu berinteraksi tanpa harus selalu mengandalkan

pengawasan, kontrak formal, atau mekanisme kontrol yang kompleks.

Menurut Francis Fukuyama (1995), masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan
tinggi cenderung mampu membangun kerja sama yang lebih luas karena biaya
transaksi sosial menjadi lebih rendah. Kepercayaan mengurangi kebutuhan akan
pengawasan yang berlebihan, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan
meningkatkan efisiensi koordinasi antaranggota. Dalam konteks komunitas,

kondisi ini memungkinkan sumber daya sosial, informasi, dan pengetahuan
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mengalir secara lebih terbuka sehingga memperkuat kapasitas kolektif dalam

menghadapi berbagai tantangan.

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Robert D. Putnam (2000) yang
menempatkan kepercayaan sebagai salah satu komponen utama modal sosial
bersama jaringan sosial (social networks) dan norma resiprositas (norms of
reciprocity). Putnam menegaskan bahwa komunitas yang memiliki tingkat
kepercayaan tinggi cenderung menunjukkan partisipasi sosial yang lebih kuat,
kemampuan kolaborasi yang lebih baik, serta kapasitas yang lebih besar dalam
menghasilkan manfaat kolektif. Dengan demikian, kepercayaan tidak hanya
menjadi hasil dari interaksi sosial yang berlangsung lama, tetapi juga menjadi

sumber daya yang terus memperkuat keberlangsungan interaksi tersebut.

Dalam perspektif relasional, kepercayaan berkembang melalui pengalaman
interaksi yang berulang, keterbukaan komunikasi, konsistensi perilaku, serta
keberhasilan anggota dalam memenuhi harapan satu sama lain. Semakin sering
individu berinteraksi dalam suasana yang positif dan saling menguntungkan,
semakin kuat pula tingkat kepercayaan yang terbentuk. Oleh karena itu,
kepercayaan bukanlah kondisi yang muncul secara instan, melainkan hasil
akumulasi pengalaman sosial yang berlangsung dalam jangka panjang (Nahapiet &

Ghoshal, 1998).

Kepercayaan memiliki peran strategis dalam mendorong proses pembelajaran
sosial (social learning) dan pertukaran pengetahuan (knowledge sharing). Ketika
anggota komunitas saling percaya, mereka cenderung lebih terbuka untuk berbagi
pengalaman, keterampilan, informasi, maupun sumber daya yang dimiliki.
Sebaliknya, rendahnya tingkat kepercayaan sering kali menyebabkan individu
menyimpan informasi, menghindari kolaborasi, dan membatasi keterlibatan dalam
aktivitas kolektif karena adanya kekhawatiran terhadap penyalahgunaan informasi
atau perilaku oportunistik dari pihak lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa
keberhasilan suatu komunitas dalam mengelola pengetahuan sangat dipengaruhi

oleh kualitas hubungan kepercayaan yang berkembang di dalamnya.
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Lebih jauh, kepercayaan menciptakan lingkungan sosial yang aman (psychological
safety) bagi anggota komunitas untuk melakukan eksperimen, mengemukakan ide-
ide baru, dan mengambil risiko sosial tanpa takut mendapat penolakan atau sanksi
dari kelompok. Lingkungan yang ditandai oleh tingginya tingkat kepercayaan
mendorong munculnya kreativitas, diskusi kritis, dan keberanian untuk mencoba
pendekatan baru dalam menyelesaikan masalah. Dalam konteks inovasi sosial,
kondisi tersebut menjadi faktor penting karena inovasi pada dasarnya lahir dari
keberanian anggota komunitas untuk mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan

baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

Dari sudut pandang teori embeddedness, Mark Granovetter (1985) menjelaskan
bahwa tindakan ekonomi dan sosial selalu tertanam (embedded) dalam jaringan
hubungan sosial. Dalam jaringan tersebut, kepercayaan berfungsi sebagai
mekanisme yang menghubungkan individu dengan sumber daya, informasi, dan
peluang kolaborasi. Semakin tinggi tingkat kepercayaan dalam jaringan sosial,
semakin besar kemungkinan terjadinya pertukaran pengetahuan dan kerja sama
yang produktif. Dengan kata lain, kepercayaan menjadi jembatan yang
menghubungkan modal sosial dengan berbagai proses kolektif yang menghasilkan

nilai tambah bagi komunitas.

Dalam konteks penelitian ini, trust diposisikan sebagai mekanisme awal yang
menjelaskan bagaimana integrasi nilai spiritual, sosial, dan ekonomi yang tertanam
dalam komunitas dapat ditransformasikan menjadi tindakan kolektif yang
produktif. Nilai-nilai bersama yang terus direproduksi melalui interaksi sosial
membangun rasa saling percaya antaranggota komunitas. Kepercayaan tersebut
kemudian menjadi landasan bagi terbentuknya keyakinan kolektif (collective
efficacy), pembelajaran kolaboratif (collaborative learning), dan pada akhirnya
kapasitas inovasi kolektif (collective innovation capacity). Dengan demikian, trust
tidak hanya berfungsi sebagai komponen modal sosial, tetapi juga sebagai
mekanisme penghubung (mediating mechanism) yang menjelaskan bagaimana

modal sosial dapat menghasilkan inovasi dan keberlanjutan komunitas.
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b. Collective Efficacy sebagai Penggerak Tindakan Kolektif

Collective efficacy merupakan konsep yang menjelaskan keyakinan bersama suatu
kelompok terhadap kemampuan mereka untuk mengorganisasi, mengoordinasikan,
dan melaksanakan tindakan kolektif guna mencapai tujuan yang diinginkan.
Konsep ini dikembangkan oleh Albert Bandura (2000) dalam kerangka Social
Cognitive Theory, yang menegaskan bahwa keberhasilan suatu kelompok tidak
hanya ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki, tetapi juga oleh tingkat
keyakinan anggotanya bahwa mereka mampu menggunakan sumber daya tersebut

secara efektif untuk menghasilkan perubahan.

Menurut Bandura, collective efficacy berbeda dengan self-efficacy. Jika self-
efficacy merujuk pada keyakinan individu terhadap kemampuannya sendiri, maka
collective efficacy mengacu pada keyakinan bersama anggota kelompok mengenai
kapasitas kolektif mereka dalam menyelesaikan tugas, menghadapi tantangan, dan
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, collective efficacy
merupakan konstruksi sosial yang lahir dari interaksi, pengalaman bersama, dan

persepsi kolektif mengenai kemampuan kelompok.

Dalam konteks komunitas, collective efficacy menjadi faktor penting yang
menentukan apakah modal sosial yang dimiliki dapat diterjemahkan menjadi
tindakan nyata. Jaringan sosial yang kuat dan hubungan yang dilandasi kepercayaan
tidak secara otomatis menghasilkan perubahan apabila anggota komunitas tidak
memiliki keyakinan bahwa mereka mampu bertindak secara bersama-sama. Oleh
karena itu, collective efficacy berfungsi sebagai mekanisme psikososial yang

mengubah hubungan sosial menjadi energi kolektif untuk bertindak.

Kepercayaan yang telah terbentuk melalui interaksi sosial berulang menjadi fondasi
utama lahirnya collective efficacy. Ketika anggota komunitas saling percaya,
mereka lebih mudah membangun persepsi positif mengenai kemampuan
kelompoknya. Pengalaman keberhasilan yang dicapai bersama, kemampuan
menyelesaikan masalah secara kolektif, serta keberhasilan menghadapi berbagai
tantangan sebelumnya akan memperkuat keyakinan bahwa kelompok memiliki

kapasitas untuk mencapai tujuan yang lebih besar di masa depan. Sebaliknya,



46

komunitas yang mengalami konflik berkepanjangan, kegagalan berulang, atau

rendahnya tingkat partisipasi cenderung memiliki collective efficacy yang lemah.

Sampson, Raudenbush, dan Earls (1997) menjelaskan bahwa collective efficacy
tidak hanya berkaitan dengan rasa percaya antaranggota, tetapi juga mencakup
kesediaan mereka untuk melakukan intervensi sosial demi kepentingan bersama.
Dalam penelitian mereka mengenai komunitas perkotaan, collective efficacy
terbukti menjadi faktor penting yang memengaruhi kemampuan masyarakat dalam
menjaga keteraturan sosial, menyelesaikan masalah bersama, dan menciptakan
lingkungan yang kondusif bagi pembangunan komunitas. Temuan ini menunjukkan
bahwa collective efficacy merupakan kombinasi antara kohesi sosial dan kemauan

untuk bertindak demi kepentingan kolektif.

Dari perspektif pemberdayaan masyarakat, collective efficacy memiliki fungsi
strategis dalam meningkatkan kapasitas komunitas untuk merespons perubahan
sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Komunitas yang memiliki tingkat collective
efficacy tinggi cenderung lebih optimis dalam menghadapi tantangan, lebih tangguh
ketika menghadapi hambatan, dan lebih mampu memobilisasi sumber daya yang
tersedia. Mereka tidak mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan karena
memiliki keyakinan bahwa melalui kerja sama dan usaha bersama, berbagai

kendala dapat diatasi.

Selain itu, collective efficacy berperan penting dalam mendorong partisipasi dan
keterlibatan anggota komunitas. Ketika individu meyakini bahwa kontribusi
mereka akan memberikan dampak terhadap keberhasilan kelompok, mereka
cenderung lebih aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan komunitas.
Sebaliknya, apabila anggota merasa bahwa kelompok tidak memiliki kemampuan
untuk mencapai tujuan yang diharapkan, tingkat partisipasi akan menurun dan
semangat kolektif menjadi melemah. Oleh karena itu, collective efficacy sering
dipandang sebagai faktor yang menjembatani hubungan antara modal sosial dan

tindakan kolektif.
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Dalam proses inovasi sosial, collective efficacy memiliki peran yang sangat penting
karena inovasi pada dasarnya selalu mengandung unsur ketidakpastian dan risiko.
Upaya mengembangkan program baru, menciptakan solusi alternatif, atau
memperkenalkan perubahan dalam komunitas memerlukan keberanian untuk
keluar dari pola-pola lama yang telah mapan. Komunitas dengan tingkat collective
efficacy yang tinggi umumnya lebih berani mengambil risiko, lebih terbuka
terhadap ide-ide baru, dan lebih percaya diri dalam mengembangkan berbagai
bentuk inovasi yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Keyakinan kolektif
tersebut menjadi sumber motivasi yang mendorong anggota komunitas untuk terus

berupaya meskipun menghadapi berbagai keterbatasan.

Dalam perspektif teori ekologi sosial yang dikembangkan oleh Urie
Bronfenbrenner (1979), kemampuan kolektif suatu komunitas tidak hanya
dipengaruhi oleh karakteristik internal kelompok, tetapi juga oleh interaksi dengan
lingkungan sosial yang lebih luas. Dukungan institusi, akses terhadap sumber daya
eksternal, hubungan dengan pemerintah, dunia usaha, maupun organisasi
masyarakat sipil dapat memperkuat keyakinan komunitas terhadap kemampuannya
untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, collective efficacy berkembang
melalui interaksi antara faktor internal komunitas dan faktor eksternal yang

membentuk lingkungan pendukung.

Dalam kerangka penelitian ini, collective efficacy diposisikan sebagai mekanisme
lanjutan setelah terbentuknya #rust. Kepercayaan yang berkembang melalui modal
sosial menciptakan keyakinan bahwa anggota komunitas dapat bekerja sama secara
efektif. Keyakinan tersebut kemudian berkembang menjadi collective efficacy,
yaitu kepercayaan bersama terhadap kemampuan komunitas dalam mengorganisasi
tindakan kolektif. Selanjutnya, collective efficacy menjadi pendorong munculnya
collaborative learning, karena komunitas yang yakin terhadap kemampuannya
akan lebih terdorong untuk berbagi pengetahuan, belajar bersama, dan
mengeksplorasi berbagai solusi inovatif. Dengan demikian, collective efficacy
berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan frust dengan proses
pembelajaran kolaboratif yang pada akhirnya menghasilkan kapasitas inovasi

kolektif.
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Secara konseptual, semakin tinggi tingkat collective efficacy dalam suatu
komunitas, semakin besar pula kemampuan komunitas tersebut untuk memobilisasi
sumber daya, mengatasi tantangan, membangun inovasi, dan mempertahankan
keberlanjutan program-program yang dijalankan. Oleh karena itu, collective
efficacy dapat dipahami sebagai energi psikososial kolektif yang mengubah
kepercayaan sosial menjadi tindakan nyata yang berorientasi pada perubahan dan

pembangunan komunitas.
¢. Collaborative Learning sebagai Produksi Pengetahuan Kolektif

Collaborative learning merupakan proses pembelajaran yang terjadi melalui
interaksi sosial, pertukaran pengalaman, refleksi bersama, dan konstruksi makna
secara kolektif di antara anggota suatu kelompok atau komunitas. Berbeda dengan
pembelajaran individual yang berpusat pada akumulasi pengetahuan oleh individu,
collaborative learning menempatkan pengetahuan sebagai hasil dari proses sosial
yang dibangun melalui komunikasi, dialog, kerja sama, dan pengalaman bersama.
Dalam konteks komunitas, proses ini menjadi sarana utama untuk
mengintegrasikan berbagai pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang
tersebar di antara anggota sehingga menghasilkan kapasitas kolektif yang lebih

besar dibandingkan kemampuan individu secara terpisah.

Konsep collaborative learning memperoleh landasan teoritik yang kuat melalui
pemikiran Etienne Wenger (1998) tentang Community of Practice. Wenger
menjelaskan bahwa pembelajaran bukan sekadar proses transfer informasi,
melainkan proses partisipasi sosial yang berlangsung ketika individu terlibat secara
aktif dalam praktik bersama (shared practice). Melalui keterlibatan tersebut,
anggota komunitas tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga secara
kolektif membangun pemahaman, nilai, identitas, dan cara bertindak yang menjadi

karakteristik komunitas itu sendiri.

Menurut Wenger, terdapat tiga elemen utama dalam Community of Practice, yaitu
mutual engagement (keterlibatan bersama), joint enterprise (tujuan bersama), dan
shared repertoire (sumber daya pengetahuan bersama). Ketiga elemen tersebut

memungkinkan anggota komunitas belajar secara berkelanjutan melalui interaksi
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yang berlangsung dalam aktivitas sehari-hari. Dengan demikian, pengetahuan tidak
dipandang sebagai sesuatu yang dimiliki oleh individu tertentu, tetapi sebagai aset

kolektif yang terus berkembang melalui partisipasi anggota komunitas.

Dalam perspektif konstruktivisme sosial, proses pembelajaran kolektif terjadi
karena individu membangun pemahaman baru melalui interaksi dengan orang lain.
Pemikiran Lev Vygotsky menegaskan bahwa perkembangan pengetahuan sangat
dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempat individu berinteraksi. Melalui dialog,
kolaborasi, dan pertukaran gagasan, individu dapat mengakses perspektif yang
berbeda sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih kaya dibandingkan
pembelajaran yang dilakukan secara individual. Oleh karena itu, komunitas menjadi

arena penting bagi terciptanya proses belajar yang dinamis dan inovatif.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, collaborative learning memungkinkan
pengalaman individual ditransformasikan menjadi pengetahuan kolektif yang dapat
dimanfaatkan oleh seluruh anggota komunitas. Berbagai pengalaman yang
diperoleh anggota dalam menghadapi masalah, menjalankan program, atau
mengembangkan usaha tidak berhenti sebagai pengetahuan personal, tetapi
dibagikan melalui forum diskusi, musyawarah, pelatihan, pendampingan, maupun
aktivitas kolaboratif lainnya. Melalui proses tersebut, komunitas secara bertahap
membangun basis pengetahuan bersama (shared knowledge base) yang menjadi

sumber pembelajaran berkelanjutan.

Lebih lanjut, collaborative learning memiliki peran penting dalam menciptakan
proses refleksi kolektif (collective reflection). Refleksi memungkinkan anggota
komunitas mengevaluasi pengalaman yang telah dilakukan, mengidentifikasi
keberhasilan maupun kegagalan, serta merumuskan strategi perbaikan untuk masa
mendatang. Proses reflektif ini menjadi mekanisme penting dalam pembelajaran
organisasi dan komunitas karena membantu kelompok menghindari pengulangan

kesalahan serta meningkatkan efektivitas tindakan kolektif yang dilakukan.

Pemikiran Chris Argyris dan Donald Schon (1978) mengenai organizational
learning menunjukkan bahwa kemampuan suatu organisasi atau komunitas untuk

belajar dari pengalaman merupakan faktor kunci dalam menghasilkan perubahan
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dan inovasi. Komunitas yang mampu melakukan refleksi kritis terhadap praktik-
praktik yang dijalankan akan lebih mudah mengembangkan solusi baru yang
relevan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Dalam konteks ini,
collaborative learning menjadi sarana yang memungkinkan proses pembelajaran

tersebut berlangsung secara sistematis dan berkelanjutan.

Selain menghasilkan pengetahuan baru, collaborative learning juga memperkuat
hubungan sosial antaranggota komunitas. Proses berbagi pengalaman, berdiskusi,
dan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah mendorong terbentuknya rasa
saling menghargai, saling memahami, dan saling mendukung. Dengan demikian,
pembelajaran kolaboratif tidak hanya menghasilkan manfaat kognitif berupa
pengetahuan baru, tetapi juga memperkuat dimensi relasional yang menjadi fondasi

modal sosial komunitas.

Dalam perspektif inovasi sosial, collaborative learning berfungsi sebagai
mekanisme utama yang menghasilkan ide, pengetahuan, dan solusi baru. Inovasi
jarang lahir dari pemikiran individu yang bekerja secara terisolasi. Sebaliknya,
inovasi umumnya muncul dari proses interaksi berbagai aktor yang membawa
pengalaman, pengetahuan, dan perspektif yang berbeda. Ketika anggota komunitas
terlibat dalam pembelajaran kolaboratif, mereka memiliki kesempatan untuk
mengombinasikan berbagai pengetahuan yang dimiliki sehingga menghasilkan
gagasan baru yang lebih kreatif dan adaptif. Proses ini dikenal sebagai knowledge
recombination, yaitu penggabungan berbagai sumber pengetahuan menjadi bentuk

solusi baru yang bernilai bagi komunitas.

Dari perspektif knowledge creation theory, Ikujiro Nonaka dan Hirotaka Takeuchi
(1995) menjelaskan bahwa pengetahuan baru lahir melalui proses interaksi
berkelanjutan antara pengetahuan tacit dan eksplisit. Dalam komunitas,
pengalaman praktis yang dimiliki individu (tacit knowledge) dapat dibagikan
melalui diskusi, demonstrasi, dan praktik bersama, kemudian dikonversi menjadi
pengetahuan yang dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh anggota lain. Proses
konversi pengetahuan ini memperkuat kemampuan komunitas untuk belajar secara

kolektif dan menghasilkan inovasi yang berkelanjutan.
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Dalam kerangka penelitian ini, collaborative learning diposisikan sebagai
mekanisme yang mengikuti terbentuknya trust dan collective efficacy. Kepercayaan
menciptakan ruang sosial yang aman untuk berbagi informasi dan pengalaman,
sementara collective efficacy membangun keyakinan bahwa komunitas mampu
bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Kedua kondisi tersebut menjadi
prasyarat bagi berkembangnya proses pembelajaran kolaboratif. Ketika anggota
komunitas saling percaya dan memiliki keyakinan terhadap kapasitas kolektifnya,
mereka lebih terbuka untuk bertukar pengetahuan, melakukan eksperimen,

mengevaluasi pengalaman, dan mengembangkan solusi baru secara bersama-sama.

Melalui proses tersebut, collaborative learning menghasilkan akumulasi
pengetahuan kolektif yang menjadi sumber utama lahirnya collective innovation
capacity. Pengetahuan yang dihasilkan tidak hanya membantu komunitas
menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi, tetapi juga meningkatkan
kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan sosial, ekonomi, dan
kelembagaan. Dengan demikian, collaborative learning berfungsi sebagai
mekanisme transformasi yang mengubah modal sosial dan keyakinan kolektif

menjadi kapasitas inovasi yang mampu menghasilkan perubahan berkelanjutan.

Secara konseptual, ketiga mekanisme yang telah dibahas—itrust, collective efficacy,
dan collaborative learning—membentuk suatu rantai transformasi yang
menjelaskan bagaimana modal sosial berkembang menjadi kapasitas inovasi
kolektif. Trust menciptakan ruang interaksi yang terbuka dan aman, collective
efficacy membangun keyakinan bersama untuk bertindak, sedangkan collaborative
learning menghasilkan pengetahuan kolektif yang menjadi fondasi munculnya
inovasi sosial. Ketiganya bekerja secara berurutan dan saling memperkuat sehingga
membentuk mekanisme internal yang menjelaskan proses transformasi nilai dan

modal sosial menjadi kapasitas inovasi kolektif dalam komunitas.
2.4.6 Dynamic Capability Theory dan Kapasitas Inovasi Komunitas

Untuk menjelaskan bagaimana kapasitas inovasi kolektif dapat dipertahankan dan
berkembang secara berkelanjutan, penelitian ini mengadopsi Dynamic Capability

Theory yang dikembangkan oleh David J. Teece. Teori ini berangkat dari kritik
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terhadap pendekatan berbasis sumber daya (Resource-Based View/RBV) yang
dinilai lebih mampu menjelaskan keunggulan organisasi dalam kondisi lingkungan
yang relatif stabil, namun kurang memadai untuk menjelaskan bagaimana
organisasi bertahan dan berkembang dalam situasi yang dinamis, penuh
ketidakpastian, dan terus mengalami perubahan. Menurut Teece (2007),
keunggulan yang berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh kepemilikan sumber
daya, tetapi terutama oleh kemampuan untuk secara terus-menerus memperbarui,
mengombinasikan, dan mentransformasikan sumber daya tersebut agar sesuai

dengan perubahan lingkungan.

Dalam kerangka Dynamic Capability Theory, kemampuan organisasi untuk
beradaptasi dijelaskan melalui tiga proses utama, yaitu sensing, seizing, dan
transforming. Ketiga proses tersebut membentuk suatu siklus adaptasi yang
memungkinkan organisasi maupun komunitas tidak hanya bertahan menghadapi
perubahan, tetapi juga memanfaatkan perubahan tersebut sebagai peluang untuk

berkembang.
a. Sensing: Kemampuan Mengenali Peluang dan Tantangan

Sensing merujuk pada kemampuan mengidentifikasi, memahami, dan
mengantisipasi perubahan yang terjadi dalam lingkungan eksternal maupun
internal. Kemampuan ini mencakup aktivitas mengamati tren, membaca kebutuhan
masyarakat, mengenali permasalahan baru, menangkap peluang ekonomi,
memahami perubahan kebijakan, serta mengidentifikasi berbagai sumber daya yang

berpotensi dikembangkan.

Menurut Teece (2007), organisasi yang memiliki kemampuan sensing yang kuat
cenderung lebih responsif terhadap perubahan karena mampu mendeteksi peluang
dan ancaman lebih awal dibandingkan organisasi lain. Kemampuan ini sangat
bergantung pada kualitas informasi yang dimiliki, keterbukaan terhadap
pembelajaran, serta kemampuan membangun jaringan dengan berbagai aktor yang

berada di luar organisasi.
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Dalam konteks komunitas, sensing tercermin pada kemampuan masyarakat untuk
membaca perubahan kebutuhan sosial, ekonomi, budaya, maupun lingkungan yang
terjadi di sekitarnya. Komunitas yang memiliki jaringan sosial luas, hubungan
kemitraan yang kuat, dan budaya belajar yang baik biasanya lebih mudah
memperoleh informasi baru yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi peluang
pengembangan komunitas. Dengan demikian, modal sosial dan pembelajaran
kolaboratif menjadi fondasi penting bagi berkembangnya kemampuan sensing

dalam komunitas.

Sebagai contoh, komunitas yang aktif berinteraksi dengan pemerintah, perguruan
tinggi, sektor swasta, dan masyarakat luas akan lebih cepat mengenali peluang
pendanaan, kebutuhan pasar baru, maupun peluang inovasi sosial yang dapat

dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
b. Seizing: Kemampuan Memobilisasi dan Mengoptimalkan Sumber Daya

Setelah peluang berhasil diidentifikasi, langkah berikutnya adalah seizing, yaitu
kemampuan memanfaatkan peluang tersebut melalui mobilisasi sumber daya yang
tersedia. Seizing mencakup proses pengambilan keputusan, pengorganisasian
sumber daya, pembentukan strategi, serta pelaksanaan berbagai tindakan yang

diperlukan untuk mewujudkan peluang menjadi hasil yang nyata.

Teece (2007) menjelaskan bahwa banyak organisasi mampu mengenali peluang,
tetapi tidak semuanya mampu memanfaatkannya secara efektif. Oleh karena itu,
seizing menjadi kemampuan yang menentukan apakah peluang yang telah
teridentifikasi dapat diterjemahkan menjadi tindakan produktif dan menghasilkan

nilai bagi organisasi maupun komunitas.

Dalam konteks komunitas, seizing tercermin pada kemampuan masyarakat
mengorganisasi sumber daya sosial, ekonomi, manusia, dan kelembagaan untuk
menjalankan berbagai program inovatif. Kemampuan ini tidak hanya berkaitan
dengan tersedianya sumber daya, tetapi juga dengan kemampuan komunitas

membangun koordinasi, partisipasi, kepemimpinan, dan kerja sama yang efektif.
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Pada tahap ini, peran trust, collective efficacy, dan collaborative learning menjadi
sangat penting. Kepercayaan memungkinkan anggota komunitas bekerja sama
secara terbuka, collective efficacy membangun keyakinan bahwa tujuan dapat
dicapai bersama, sedangkan collaborative learning menyediakan pengetahuan yang
diperlukan untuk mengembangkan solusi yang tepat. Dengan kata lain, ketiga
mekanisme tersebut menjadi fondasi yang memungkinkan komunitas mengubah

peluang menjadi tindakan nyata.
¢. Transforming: Kemampuan Beradaptasi dan Memperbarui Kapasitas

Proses ketiga dalam Dynamic Capability Theory adalah transforming, yaitu
kemampuan melakukan pembaruan, penyesuaian, dan transformasi secara
berkelanjutan agar organisasi tetap relevan dalam menghadapi perubahan
lingkungan. Kemampuan ini mencakup pembelajaran berkelanjutan, restrukturisasi
kelembagaan, pengembangan kompetensi baru, serta penciptaan pola kerja yang

lebih adaptif.

Menurut Teece (2007), lingkungan yang dinamis menuntut organisasi untuk terus
melakukan perubahan. Strategi, struktur, maupun praktik yang berhasil pada masa
lalu belum tentu tetap efektif pada masa mendatang. Oleh karena itu, kemampuan
melakukan transformasi menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan

organisasi.

Dalam konteks komunitas, transforming tercermin pada kemampuan masyarakat
untuk mengevaluasi pengalaman, memperbaiki praktik yang kurang efektif,
mengadopsi pendekatan baru, dan mengembangkan inovasi yang lebih sesuai
dengan kebutuhan yang terus berubah. Komunitas yang memiliki budaya refleksi
dan pembelajaran yang kuat umumnya lebih mampu melakukan proses
transformasi dibandingkan komunitas yang cenderung mempertahankan pola lama

secara kaku.

Kemampuan transformasi ini juga berkaitan erat dengan konsep inovasi sosial.
Inovasi yang berhasil tidak berhenti pada penciptaan solusi baru, tetapi terus

mengalami  penyempurnaan melalui proses adaptasi dan pembelajaran
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berkelanjutan. Dengan demikian, transformasi menjadi mekanisme yang
memastikan bahwa inovasi tetap relevan dan memberikan manfaat jangka panjang

bagi masyarakat.
Dynamic Capability sebagai Dasar Kapasitas Inovasi Kolektif

Dalam penelitian ini, kapasitas inovasi kolektif dipahami sebagai bentuk dynamic
capability yang berkembang pada tingkat komunitas. Kapasitas inovasi kolektif
tidak hanya merujuk pada kemampuan menghasilkan ide atau program baru, tetapi
juga mencakup kemampuan komunitas untuk secara terus-menerus mengenali
peluang (sensing), memobilisasi sumber daya untuk memanfaatkan peluang
tersebut (seizing), serta melakukan pembaruan dan adaptasi berkelanjutan

(transforming).

Perspektif ini penting karena inovasi dalam komunitas bukanlah peristiwa yang
bersifat sesaat (one-shot innovation), melainkan proses sosial yang berlangsung
secara terus-menerus. Keberhasilan suatu komunitas tidak ditentukan oleh
kemampuan menghasilkan satu inovasi tertentu, tetapi oleh kemampuannya
membangun sistem pembelajaran dan adaptasi yang memungkinkan inovasi terus

berkembang dari waktu ke waktu.

Dalam kerangka konseptual penelitian ini, kapasitas inovasi kolektif merupakan
hasil dari interaksi antara integrasi nilai, modal sosial, trust, collective efficacy, dan
collaborative learning. Namun, agar kapasitas tersebut mampu menghasilkan
keberlanjutan multidimensi, komunitas perlu memiliki kemampuan dinamis untuk
terus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Oleh karena itu, Dynamic
Capability Theory berfungsi sebagai landasan teoritik yang menjelaskan mengapa
kapasitas inovasi kolektif dapat menjadi faktor utama yang menghubungkan proses
pemberdayaan masyarakat dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, spiritual, dan

kelembagaan.

Dengan demikian, penelitian ini memandang kapasitas inovasi kolektif bukan
sekadar output dari modal sosial, melainkan sebagai kemampuan dinamis (dynamic

capability) yang memungkinkan komunitas terus belajar, beradaptasi, mengelola
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perubahan, dan menciptakan solusi inovatif yang relevan dengan kebutuhan
masyarakat. Semakin tinggi kemampuan komunitas dalam melakukan sensing,
seizing, dan transforming, semakin besar pula peluang komunitas tersebut untuk
mencapai keberlanjutan pembangunan yang bersifat jangka panjang dan

multidimensional.

2.4.7 Sintesis Teoretik Transformasi Modal Sosial menjadi Kapasitas Inovasi

Kolektif dan Keberlanjutan Multidimensi

Berdasarkan sintesis teori modal sosial, collective efficacy, collaborative learning,
inovasi sosial, dan dynamic capability, penelitian ini berargumen bahwa modal

sosial tidak secara langsung menghasilkan keberlanjutan komunitas.

Modal sosial terlebih dahulu ditransformasikan melalui trust, collective efficacy,
dan collaborative learning yang kemudian menghasilkan kapasitas inovasi kolektif.
Kapasitas inovasi kolektif tersebut memungkinkan komunitas menciptakan
berbagai solusi sosial yang memperkuat keberlanjutan spiritual, sosial, ekonomi,

kultural, kelembagaan, dan lingkungan.

Dengan demikian, penelitian ini mengembangkan proposisi bahwa keberlanjutan
multidimensi komunitas merupakan hasil dari proses transformasi sosial yang
dimulai dari modal sosial, diperkuat oleh mekanisme pembelajaran dan keyakinan
kolektif, serta diwujudkan melalui kapasitas inovasi kolektif yang berkembang

dalam komunitas.

2.5 Penelitian Terdahulu
2.5.1 Penelitian tentang Integrasi Nilai dalam Pemberdayaan Masyarakat

Kajian mengenai nilai dalam pemberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa nilai
merupakan faktor penting yang memengaruhi partisipasi, solidaritas sosial, dan
keberhasilan pembangunan berbasis komunitas. Berbagai penelitian menemukan
bahwa nilai spiritual, sosial, budaya, dan kearifan lokal berperan dalam membentuk
orientasi tindakan masyarakat serta memperkuat komitmen kolektif dalam

mencapai tujuan bersama.
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Penelitian Dwianto et al. (2023) menunjukkan bahwa internalisasi nilai lokal
mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan
berbasis komunitas. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat berfungsi sebagai
pedoman perilaku yang memperkuat keterlibatan warga dalam berbagai aktivitas
pembangunan. Temuan serupa disampaikan Rahman dan Hidayat (2022) yang
menemukan bahwa nilai keagamaan berkontribusi terhadap pembentukan

solidaritas sosial dan keberlanjutan berbagai program sosial di tingkat komunitas.

Dalam konteks pembangunan berbasis komunitas, berbagai studi menunjukkan
bahwa nilai tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga menjadi
sumber motivasi yang memperkuat rasa memiliki, tanggung jawab sosial, dan
komitmen terhadap keberlanjutan program. Namun demikian, sebagian besar
penelitian masih memosisikan nilai sebagai faktor pendukung partisipasi atau
kohesi sosial tanpa menjelaskan bagaimana nilai tersebut ditransformasikan

menjadi sumber daya sosial yang lebih produktif.
Sintesis

Penelitian terdahulu telah membuktikan pentingnya nilai dalam membentuk
perilaku kolektif dan partisipasi masyarakat. Akan tetapi, masih terdapat
keterbatasan dalam menjelaskan mekanisme transformasi integrasi nilai menjadi
modal sosial yang kemudian menghasilkan kapasitas inovasi kolektif. Kesenjangan

inilah yang menjadi salah satu fokus utama penelitian ini.
2.5.2 Penelitian tentang Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat

Modal sosial merupakan salah satu konsep yang paling dominan dalam studi
pembangunan komunitas. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan,
norma sosial, dan jaringan sosial memiliki kontribusi penting terhadap keberhasilan

berbagai program pemberdayaan masyarakat.

Woolcock dan Narayan (2000) menunjukkan bahwa komunitas yang memiliki
bonding, bridging, dan linking social capital yang kuat cenderung lebih mampu

mengakses sumber daya dan mengembangkan tindakan kolektif. Pretty dan Ward
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(2001) juga menemukan bahwa modal sosial berkontribusi terhadap keberhasilan

masyarakat dalam mengelola sumber daya bersama secara berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia, berbagai penelitian menunjukkan bahwa modal sosial
berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat kerja sama
komunitas, serta mendukung keberhasilan berbagai program pembangunan
berbasis masyarakat. Modal sosial juga terbukti menjadi faktor penting dalam
pengembangan ekonomi lokal, pengelolaan lingkungan, dan penguatan

kelembagaan komunitas.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian berhenti pada penjelasan mengenai
hubungan antara modal sosial dan keberhasilan program pemberdayaan. Penjelasan
mengenai proses konversi modal sosial menjadi kapasitas inovasi kolektif masih

relatif terbatas.
Sintesis

Literatur menunjukkan bahwa modal sosial merupakan sumber daya penting dalam
tindakan kolektif masyarakat. Namun demikian, mekanisme yang menjelaskan
bagaimana modal sosial ditransformasikan menjadi kapasitas inovasi kolektif

masth belum banyak dikaji secara mendalam.
2.5.3 Penelitian tentang Inovasi Sosial dan Kapasitas Inovasi Kolektif

Perkembangan studi inovasi sosial menunjukkan peningkatan yang signifikan
dalam dua dekade terakhir. Berbagai penelitian menjelaskan bahwa inovasi sosial
berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan kapasitas

komunitas, dan penciptaan solusi baru terhadap berbagai persoalan sosial.

Mulgan et al. (2007), Moulaert et al. (2013), dan Cajaiba-Santana (2014)
menegaskan bahwa inovasi sosial merupakan proses kolektif yang menghasilkan
perubahan dalam cara masyarakat memahami dan menyelesaikan persoalan
bersama. Inovasi sosial tidak hanya menghasilkan produk atau program baru, tetapi

juga menciptakan hubungan sosial yang lebih inklusif dan partisipatif.
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Meskipun demikian, sebagian besar penelitian inovasi sosial lebih berfokus pada
bentuk inovasi yang dihasilkan daripada mekanisme sosial yang memungkinkan
inovasi tersebut berkembang. Kajian mengenai kapasitas inovasi kolektif sebagai
kemampuan  komunitas untuk  menghasilkan, mengembangkan, dan

mempertahankan inovasi masih relatif terbatas.
Sintesis

Penelitian terdahulu telah menjelaskan pentingnya inovasi sosial dalam
pembangunan komunitas. Akan tetapi, masih sedikit penelitian yang menjelaskan
hubungan antara modal sosial, pembelajaran kolektif, dan pembentukan kapasitas

inovasi kolektif dalam suatu komunitas.
2.5.4 Penelitian tentang Keberlanjutan Komunitas

Keberlanjutan komunitas merupakan tema yang semakin banyak mendapat
perhatian dalam studi pembangunan masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan
bahwa keberlanjutan tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi, tetapi juga

dipengaruhi oleh aspek sosial, budaya, kelembagaan, dan lingkungan.

Magis (2010) menjelaskan bahwa keberlanjutan komunitas merupakan kemampuan
masyarakat mempertahankan kualitas hidup melalui tindakan kolektif yang
berlangsung secara berkelanjutan. Emery dan Flora (2006) menunjukkan bahwa
keberlanjutan komunitas dipengaruhi oleh interaksi berbagai bentuk modal

komunitas yang saling memperkuat satu sama lain.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian masih menggunakan pendekatan
Triple Bottom Line yang berfokus pada dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Penelitian yang mengintegrasikan dimensi spiritual, kultural, dan kelembagaan
secara simultan masih relatif terbatas, terutama dalam konteks komunitas berbasis

masyarakat di negara berkembang.
Sintesis

Literatur keberlanjutan telah berkembang secara luas, namun masih terdapat

keterbatasan dalam menjelaskan keberlanjutan komunitas secara multidimensional
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yang mencakup aspek spiritual, sosial, ekonomi, kultural, kelembagaan, dan

lingkungan secara terpadu.
2.5.5 Sintesis Penelitian Terdahulu

Berdasarkan keseluruhan penelitian terdahulu, dapat diidentifikasi empat

kecenderungan utama.

Pertama, penelitian mengenai nilai telah menunjukkan pentingnya nilai dalam
membentuk partisipasi dan solidaritas sosial, tetapi belum menjelaskan hubungan

nilai dengan pembentukan modal sosial.

Kedua, penelitian mengenai modal sosial menunjukkan bahwa trust, norma sosial,
dan jaringan sosial berkontribusi terhadap keberhasilan komunitas, tetapi belum
menjelaskan mekanisme transformasi modal sosial menjadi kapasitas inovasi

kolektif.

Ketiga, penelitian mengenai inovasi sosial menjelaskan pentingnya inovasi dalam
pembangunan komunitas, tetapi belum banyak menjelaskan proses sosial yang

memungkinkan inovasi tersebut berkembang secara berkelanjutan.

Keempat, penelitian mengenai keberlanjutan komunitas masih didominasi
pendekatan ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga belum mampu menjelaskan
keberlanjutan multidimensi yang mencakup aspek spiritual, kultural, dan

kelembagaan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengisi ruang kosong (research space)
melalui pengembangan model yang menjelaskan transformasi: Dalam konteks
komunitas Payungi, keberlanjutan multidimensi tidak terbentuk secara instan,
melainkan melalui suatu mekanisme transformasi sosial yang berlangsung secara
bertahap. Proses tersebut diawali oleh integrasi nilai spiritual, sosial, dan ekonomi
yang menjadi landasan bersama dalam membangun orientasi dan identitas kolektif
komunitas. Integrasi nilai ini kemudian melahirkan modal sosial yang tercermin
dalam hubungan bonding, bridging, dan linking antarpelaku komunitas. Modal

sosial yang kuat selanjutnya menumbuhkan trust (kepercayaan) antaranggota dan
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pemangku kepentingan, yang memperkuat collective efficacy (efikasi kolektif) atau
keyakinan bersama terhadap kemampuan komunitas dalam mencapai tujuan yang
diinginkan. Kepercayaan dan efikasi kolektif tersebut mendorong terbentuknya
collaborative learning (pembelajaran kolaboratif) melalui proses berbagi
pengalaman, pengetahuan, refleksi, dan adaptasi bersama. Melalui pembelajaran
kolaboratif, komunitas mengembangkan kapasitas inovasi kolektif yang
memungkinkan terciptanya berbagai solusi kreatif, mobilisasi sumber daya, serta
kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Pada akhirnya, kapasitas
inovasi kolektif tersebut menjadi fondasi bagi terwujudnya keberlanjutan
multidimensi yang mencakup dimensi spiritual, sosial, ekonomi, kultural,

kelembagaan, dan lingkungan dalam komunitas Payungi.

2.6 Research Gap, State of the Art, dan Posisi Penelitian
2.6.1 Theoretical Gap

Kajian teoritik menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat, modal sosial,
inovasi sosial, dan keberlanjutan komunitas merupakan bidang kajian yang telah
berkembang secara luas. Namun demikian, teori-teori tersebut umumnya
berkembang secara parsial dan belum terintegrasi dalam satu kerangka konseptual

yang menjelaskan proses transformasi sosial secara utuh.

Teori modal sosial menjelaskan bagaimana jaringan, norma, dan kepercayaan
memengaruhi tindakan kolektif, tetapi belum menjelaskan sumber pembentukan
modal sosial itu sendiri. Di sisi lain, teori inovasi sosial menjelaskan bagaimana
solusi sosial baru muncul, tetapi belum memberikan penjelasan yang memadai
mengenai mekanisme yang menghubungkan modal sosial dengan kapasitas inovasi

kolektif.

Demikian pula, teori keberlanjutan yang dominan masih berorientasi pada
pendekatan ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga belum mampu menjelaskan

keberlanjutan komunitas yang berakar pada nilai, budaya, dan kelembagaan lokal.
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Dengan demikian, terdapat kebutuhan untuk mengembangkan kerangka teoritik
yang mampu menjelaskan hubungan antara integrasi nilai, modal sosial, kapasitas

inovasi kolektif, dan keberlanjutan multidimensi secara lebih komprehensif.
2.6.2 Empirical Gap

Dari sisi empiris, sebagian besar penelitian terdahulu menganalisis hubungan antara
dua atau tiga variabel tertentu secara terpisah. Penelitian mengenai nilai dan modal
sosial, modal sosial dan inovasi sosial, maupun inovasi sosial dan keberlanjutan

umumnya dilakukan secara parsial.

Penelitian yang secara khusus menjelaskan mekanisme transformasi integrasi nilai
menjadi modal sosial, modal sosial menjadi kapasitas inovasi kolektif, serta
kapasitas inovasi kolektif menjadi keberlanjutan multidimensi masih sangat

terbatas, khususnya dalam konteks komunitas berbasis masyarakat di Indonesia.

Selain itu, penelitian mengenai Komunitas Payungi selama ini lebih banyak
menyoroti aspek ekonomi kreatif, pariwisata berbasis komunitas, dan
pengembangan pasar rakyat. Kajian yang menjelaskan proses sosial yang
mendasari keberhasilan dan keberlanjutan komunitas tersebut masih belum banyak

dilakukan.
2.6.3 Methodological Gap

Sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif untuk
menguji hubungan antarvariabel. Pendekatan tersebut memberikan kontribusi
penting dalam menjelaskan pola hubungan statistik, tetapi memiliki keterbatasan
dalam menjelaskan proses, dinamika, dan mekanisme sosial yang melatarbelakangi

hubungan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang
memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap proses transformasi sosial yang
berlangsung dalam komunitas. Pendekatan ini memberikan peluang untuk

memahami bagaimana nilai diinternalisasi, bagaimana modal sosial dibangun,
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bagaimana inovasi berkembang, dan bagaimana keberlanjutan komunitas

dipertahankan dari perspektif para pelaku yang terlibat secara langsung.
2.6.4 Posisi Penelitian

Posisi penelitian ini berada pada irisan empat bidang kajian utama:
1. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas;
2. Modal Sosial;
3. Inovasi Sosial;

4. Keberlanjutan Komunitas.

Penelitian ini mengintegrasikan keempat bidang tersebut ke dalam satu model
transformasi sosial yang menjelaskan bagaimana integrasi nilai membentuk modal
sosial, bagaimana modal sosial menghasilkan kapasitas inovasi kolektif, dan
bagaimana kapasitas inovasi kolektif menghasilkan keberlanjutan multidimensi

komunitas.
2.6.5 State of the Art

State of the art penelitian ini terletak pada pengembangan perspektif Value-
Embedded Social Innovation (VESI) yang memandang bahwa inovasi sosial yang
berkelanjutan tidak tumbuh secara spontan, tetapi berakar pada integrasi nilai yang

hidup dalam komunitas.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang menempatkan nilai, modal sosial,
inovasi sosial, dan keberlanjutan sebagai konsep yang berdiri sendiri, penelitian ini
mengintegrasikan seluruh konsep tersebut ke dalam satu mekanisme transformasi

sosial yang utuh.

Melalui perspektif VESI, penelitian ini menawarkan penjelasan baru bahwa
keberlanjutan multidimensi komunitas merupakan hasil dari proses transformasi
yang dimulai dari integrasi nilai spiritual, sosial, dan ekonomi, berkembang menjadi
modal sosial, dikonversi menjadi kapasitas inovasi kolektif, dan menghasilkan

keberlanjutan komunitas yang bersifat multidimensional.
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2.7 Kerangka Konseptual Value-Embedded Social Innovation (VESI)
2.7.1 Latar Belakang Pengembangan Konsep VESI

Kajian teoritik mengenai pemberdayaan masyarakat, modal sosial, inovasi sosial,
dan keberlanjutan komunitas menunjukkan bahwa keempat konsep tersebut
memiliki hubungan yang erat. Namun demikian, sebagian besar teori dan penelitian
terdahulu masih menjelaskan hubungan tersebut secara parsial dan terfragmentasi.
Teori pemberdayaan masyarakat menekankan pentingnya partisipasi dan
peningkatan kapasitas masyarakat, tetapi belum menjelaskan secara rinci
bagaimana kapasitas tersebut berkembang menjadi inovasi sosial yang
berkelanjutan. Teori modal sosial menjelaskan pentingnya kepercayaan, norma, dan
jaringan sosial dalam tindakan kolektif, tetapi belum memberikan penjelasan yang
memadai mengenai sumber pembentukan modal sosial itu sendiri. Demikian pula,
teori inovasi sosial lebih banyak menjelaskan proses penciptaan solusi sosial baru
tanpa mengaitkannya secara sistematis dengan sistem nilai yang hidup dalam

komunitas.

Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk membangun suatu
perspektif yang mampu menjelaskan hubungan antara nilai, modal sosial, inovasi
sosial, dan keberlanjutan komunitas secara lebih terintegrasi. Berangkat dari
kebutuhan tersebut, penelitian ini mengembangkan suatu perspektif konseptual

yang disebut Value-Embedded Social Innovation (VESI).

VESI berangkat dari asumsi bahwa inovasi sosial yang berkelanjutan tidak muncul
secara spontan dan tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan teknis atau
ketersediaan sumber daya ekonomi. Sebaliknya, inovasi sosial tumbuh dari sistem
nilai yang terinternalisasi dalam kehidupan komunitas dan kemudian diwujudkan
melalui hubungan sosial, pembelajaran kolektif, serta tindakan bersama yang
menghasilkan perubahan sosial yang berkelanjutan. Dengan demikian, VESI
memandang nilai sebagai fondasi utama yang membentuk modal sosial, modal
sosial sebagai sumber daya kolektif yang memungkinkan terjadinya inovasi, dan
inovasi sosial sebagai mekanisme yang menghasilkan keberlanjutan multidimensi

komunitas.
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2.7.2 Integrasi Nilai sebagai Fondasi Transformasi Sosial

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa modal sosial tidak terbentuk dalam
ruang sosial yang kosong. Kepercayaan, norma timbal balik, dan jaringan sosial
berkembang dari sistem nilai yang dihayati dan dipraktikkan oleh anggota

komunitas dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks penelitian ini, integrasi nilai dipahami sebagai proses internalisasi
dan aktualisasi nilai spiritual, sosial, dan ekonomi yang membentuk orientasi

tindakan komunitas.

Nilai spiritual mencerminkan orientasi moral yang berlandaskan keikhlasan,
amanah, kebermanfaatan, dan tanggung jawab sosial. Nilai sosial mencerminkan
semangat gotong royong, solidaritas, kebersamaan, dan kepedulian terhadap
sesama. Sementara itu, nilai ekonomi mencerminkan orientasi produktivitas,

kemandirian, kreativitas, dan keberlanjutan penghidupan masyarakat.

Ketiga nilai tersebut tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling berinteraksi
dan membentuk sistem makna yang menjadi dasar terbentuknya hubungan sosial
dalam komunitas. Oleh karena itu, penelitian ini memposisikan integrasi nilai

sebagai fondasi utama dalam proses transformasi sosial komunitas.
2.7.3 Modal Sosial sebagai Hasil Integrasi Nilai

Integrasi nilai yang berlangsung secara konsisten dalam kehidupan komunitas
menghasilkan modal sosial yang tercermin dalam kepercayaan, norma timbal balik,

serta jaringan sosial yang berkembang di antara anggota komunitas.
Dalam perspektif penelitian ini, modal sosial dipahami melalui tiga dimensi utama
yang dikembangkan Woolcock (2001), yaitu:

1. Bonding Social Capital;

2. Bridging Social Capital;

3. Linking Social Capital.
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Bonding social capital memperkuat kohesi internal komunitas. Bridging social
capital memperluas hubungan horizontal lintas kelompok. Linking social capital
menghubungkan komunitas dengan berbagai aktor eksternal yang memiliki sumber

daya dan otoritas yang lebih besar.

Ketiga dimensi tersebut menjadi sumber daya sosial yang memungkinkan
komunitas mengorganisasi tindakan kolektif dan membangun kapasitas untuk

menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi.
2.7.4 Mekanisme Transformasi Modal Sosial

Penelitian ini berargumentasi bahwa modal sosial tidak secara otomatis
menghasilkan inovasi sosial. Terdapat mekanisme sosial yang menjembatani proses

transformasi tersebut.

Berdasarkan sintesis teori Bandura (2000), Wenger (1998), dan Nahapiet dan
Ghoshal (1998), penelitian ini mengidentifikasi tiga mekanisme transformasi

utama, yaitu:
a. Trust

Trust memungkinkan anggota komunitas membangun hubungan yang terbuka dan
saling mendukung. Kepercayaan menjadi prasyarat bagi pertukaran informasi, kerja

sama, dan eksperimen sosial yang diperlukan dalam proses inovasi.
b. Collective Efficacy

Collective efficacy merupakan keyakinan bersama bahwa komunitas memiliki
kemampuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Keyakinan ini mendorong
masyarakat untuk bertindak secara kolektif dan menghadapi berbagai tantangan

yang muncul.
c. Collaborative Learning

Collaborative learning memungkinkan pengalaman individu ditransformasikan

menjadi pengetahuan kolektif melalui proses belajar bersama. Mekanisme ini
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menjadi sarana utama bagi komunitas untuk menghasilkan ide-ide baru dan

mengembangkan solusi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Ketiga mekanisme tersebut berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan

modal sosial dengan kapasitas inovasi kolektif.
2.7.5 Kapasitas Inovasi Kolektif sebagai Dynamic Capability Komunitas

Melalui trust, collective efficacy, dan collaborative learning, komunitas
mengembangkan kapasitas inovasi kolektif yang memungkinkan mereka

menghasilkan solusi sosial secara berkelanjutan.

Dalam penelitian ini, kapasitas inovasi kolektif dipahami sebagai bentuk dynamic
capability pada level komunitas. Sebagaimana dijelaskan Teece (2007), dynamic

capability mencakup kemampuan sensing, seizing, dan transforming.

Pada tingkat komunitas, sensing tercermin dalam kemampuan mengenali
kebutuhan dan peluang sosial. Seizing tercermin dalam kemampuan memobilisasi
sumber daya untuk merespons peluang tersebut. Transforming tercermin dalam

kemampuan melakukan adaptasi dan perubahan secara berkelanjutan.

Kapasitas inovasi kolektif memungkinkan komunitas tidak hanya menghasilkan
inovasi, tetapi juga mempertahankan dan mengembangkan inovasi tersebut sesuai

dengan perubahan lingkungan yang dihadapi.
2.7.6 Keberlanjutan Multidimensi sebagai Outcome

Kapasitas inovasi kolektif yang berkembang dalam komunitas pada akhirnya

menghasilkan keberlanjutan multidimensi.

Berbeda dengan pendekatan keberlanjutan konvensional yang berfokus pada aspek
ekonomi, sosial, dan lingkungan, penelitian ini mengembangkan perspektif
keberlanjutan yang lebih komprehensif dengan memasukkan enam dimensi utama,

yaitu:
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1. Keberlanjutan Spiritual;

2. Keberlanjutan Sosial;

3. Keberlanjutan Ekonomi;

4. Keberlanjutan Kultural;

5. Keberlanjutan Kelembagaan;
6. Keberlanjutan Lingkungan.

Keenam dimensi tersebut dipahami sebagai hasil dari proses transformasi sosial

yang berlangsung secara berkelanjutan dalam komunitas.
2.7.7 Faktor Kontekstual sebagai Enabling Ecosystem

Seluruh proses transformasi yang dijelaskan dalam model VESI berlangsung dalam
konteks sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, penelitian ini mengintegrasikan

faktor kontekstual yang terdiri atas:

1. Dimensi Institusional;

2. Dimensi Relasional;

3. Dimensi Kultural.
Dimensi institusional mencakup dukungan kebijakan, regulasi, legitimasi sosial,
dan akses terhadap sumber daya. Dimensi relasional mencakup kualitas hubungan

sosial, kepemimpinan, dan kolaborasi antaraktor. Dimensi kultural mencakup nilai

budaya, identitas lokal, dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat.

Ketiga dimensi tersebut berfungsi sebagai enabling ecosystem yang memperkuat
atau melemahkan proses transformasi dari integrasi nilai menuju keberlanjutan

multidimensi.
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2.7.8 Definisi Konseptual Value-Embedded Social Innovation (VESI)

Berdasarkan sintesis seluruh teori yang digunakan, penelitian ini mendefinisikan

Value-Embedded Social Innovation (VESI) sebagai:

"Proses transformasi sosial berbasis komunitas yang berakar pada integrasi nilai
spiritual, sosial, dan ekonomi, diwujudkan melalui pembentukan modal sosial,
ditransformasikan menjadi kapasitas inovasi kolektif melalui trust, collective
efficacy, dan collaborative learning, serta menghasilkan keberlanjutan multidimensi

dalam konteks institusional, relasional, dan kultural tertentu."

Definisi tersebut menjadi landasan konseptual bagi pengembangan Model

Pancadaya yang akan dirumuskan berdasarkan temuan empiris penelitian.
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2.8 Kerangka Berpikir Penelitian
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus.
Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara
mendalam proses sosial yang terjadi dalam Komunitas Payungi, khususnya
bagaimana nilai-nilai spiritual, sosial, dan ekonomi diintegrasikan ke dalam praktik
pemberdayaan masyarakat sehingga membentuk modal sosial, mengembangkan

kapasitas inovasi kolektif, dan menghasilkan keberlanjutan multidimensi.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap makna, pengalaman,
interpretasi, dan konstruksi sosial yang dibangun oleh para aktor komunitas. Fokus
penelitian bukan sekadar mengukur hubungan antarvariabel, melainkan
menjelaskan mekanisme sosial yang menghubungkan integrasi nilai dengan

keberlanjutan komunitas.

Desain studi kasus dipilih karena Payungi merupakan kasus yang unik dan menarik
untuk dipahami secara mendalam. Selama lebih dari tujuh tahun, Payungi
menunjukkan kemampuan mempertahankan keberlanjutan organisasi, ekonomi
komunitas, kohesi sosial, dan inovasi sosial berbasis masyarakat. Karakteristik
tersebut menjadikan Payungi sebagai kasus yang relevan untuk membangun

pemahaman konseptual mengenai Value-Embedded Social Innovation (VESI).
3.2 Lokasi dan Konteks Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Komunitas Payungi yang berlokasi di Kota Metro,
Provinsi Lampung. Payungi merupakan komunitas pemberdayaan masyarakat yang
berkembang melalui berbagai aktivitas ekonomi kreatif, pelestarian budaya lokal,

penguatan jejaring sosial, dan pengembangan inovasi berbasis komunitas.
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Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan beberapa
alasan. Pertama, Payungi memiliki rekam jejak keberlanjutan yang relatif panjang
dibandingkan berbagai inisiatif komunitas sejenis. Kedua, Payungi menunjukkan
kemampuan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, sosial, dan ekonomi dalam
praktik pemberdayaan masyarakat. Ketiga, komunitas ini berkembang dalam
lingkungan sosial yang heterogen sehingga memberikan konteks yang kaya untuk

memahami proses pembentukan modal sosial dan inovasi kolektif.

3.3 Informan Penelitian

Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan
mempertimbangkan tingkat pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan informan

dalam aktivitas komunitas.

Informan penelitian terdiri (a)Pendiri dan pengelola Payungi(b)Anggota inti
komunitas (c)Pedagang dan pelaku usaha yang terlibat dalam aktivitas Payungi,
(d)Tokoh masyarakat dan tokoh agama,(e)Mitra eksternal, termasuk pemerintah

daerah dan lembaga pendukung (f)Masyarakat penerima manfaat.

Jumlah informan tidak ditentukan secara statistik, tetapi mengikuti prinsip
saturation atau kejenuhan data, yaitu ketika informasi yang diperoleh telah

menunjukkan pola yang berulang dan tidak menghasilkan temuan substantif baru.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara

mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi.
3.4.1 Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pengalaman, persepsi, nilai, dan
interpretasi para informan terkait proses pemberdayaan yang berlangsung dalam
komunitas. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur sehingga memungkinkan

eksplorasi isu-isu yang berkembang selama proses penelitian.
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Fokus wawancara meliputi integrasi nilai spiritual, sosial, dan ekonomi;
pembentukan modal sosial; proses munculnya inovasi kolektif; serta faktor-faktor

yang mendukung keberlanjutan komunitas.
3.4.2 Observasi

Observasi dilakukan untuk memahami praktik sosial yang berlangsung dalam
kehidupan komunitas. Peneliti melihat, mengamati secara langsung berbagai
aktivitas Payungi selama kurang lebih tiga bulan sehingga memperoleh pemahaman
kontekstual mengenai pola interaksi, budaya organisasi, mekanisme pengambilan

keputusan, dan aktivitas pemberdayaan masyarakat.
3.4.3 Studi Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil wawancara dan observasi.
Dokumen yang dianalisis meliputi arsip organisasi, laporan kegiatan, dokumen
legalitas, publikasi media, foto kegiatan, laporan keuangan, serta berbagai dokumen

lain yang relevan dengan perkembangan Payungi.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara interaktif mengikuti model Miles, Huberman, dan
Saldafia yang meliputi: (1)Kondensasi data, (2)Penyajian data, (3)Penarikan dan

verifikasi kesimpulan.

Proses analisis dilakukan secara simultan sejak pengumpulan data berlangsung.
Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dikodekan untuk
mengidentifikasi tema-tema yang berkaitan dengan integrasi nilai, modal sosial,

kapasitas inovasi kolektif, dan keberlanjutan multidimensi.

Selanjutnya dilakukan analisis tematik untuk menemukan pola hubungan antartema
dan menjelaskan mekanisme yang menghubungkan seluruh konstruksi konseptual
penelitian. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan sebagai dasar

pengembangan model Value-Embedded Social Innovation (VESI).
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3.6 Triangulasi sebagai Metode Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data menjadi aspek yang sangat penting
untuk memastikan bahwa temuan penelitian benar-benar merepresentasikan realitas
yang diteliti. Salah satu kriteria utama keabsahan data adalah kredibilitas
(credibility), yaitu tingkat keyakinan bahwa hasil penelitian menggambarkan secara
akurat pengalaman, pandangan, dan makna yang dimiliki oleh para partisipan.
Kredibilitas menunjukkan bahwa interpretasi yang dibangun peneliti tidak sekadar
merupakan asumsi subjektif, melainkan bersumber dari data yang valid dan dapat

dipertanggungjawabkan.

Untuk meningkatkan kredibilitas penelitian ini, peneliti menerapkan dua strategi
utama, yaitu keterlibatan jangka panjang (prolonged engagement) dan triangulasi
(triangulation). Keterlibatan jangka panjang dilakukan melalui kehadiran peneliti
di lapangan selama kurang lebih tiga bulan. Periode tersebut memberikan
kesempatan kepada peneliti untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan
informan, memahami konteks sosial dan budaya komunitas secara lebih mendalam,
serta mengamati dinamika yang terjadi secara berulang. Melalui keterlibatan yang
berkelanjutan, peneliti dapat membedakan informasi yang bersifat sementara
dengan pola-pola yang benar-benar mencerminkan kondisi aktual di lapangan.
Selain itu, kehadiran yang relatif lama membantu mengurangi kemungkinan

munculnya informasi yang bersifat artifisial akibat pengaruh kehadiran peneliti.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan triangulasi sebagai teknik utama untuk
menguji dan memperkuat keabsahan data. Triangulasi merupakan proses
pemeriksaan silang (cross-checking) terhadap data melalui penggunaan berbagai
sumber, metode, dan perspektif sehingga temuan yang diperoleh tidak hanya
bergantung pada satu jenis data atau satu informan tertentu. Melalui triangulasi,
peneliti dapat membandingkan, mengonfirmasi, dan memverifikasi informasi yang

diperoleh sehingga tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian menjadi lebih
tinggi.
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Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan melalui beberapa bentuk. Pertama,
triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai
kelompok informan, seperti pendiri komunitas, pengelola, anggota komunitas,
pedagang, masyarakat sekitar, dan pihak-pihak eksternal yang memiliki hubungan
dengan komunitas. Perbandingan berbagai perspektif tersebut memungkinkan

peneliti memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai fenomena yang diteliti.

Kedua, triangulasi metode, yaitu memadukan berbagai teknik pengumpulan data
yang meliputi observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi.
Data hasil wawancara tidak langsung diterima sebagai fakta, tetapi diverifikasi
melalui hasil observasi lapangan dan dokumen yang relevan. Sebaliknya, temuan
observasi juga dikonfirmasi melalui wawancara dengan informan yang terkait.
Ketiga, triangulasi waktu, yaitu melakukan pengumpulan data pada waktu dan
situasi yang berbeda untuk melihat konsistensi informasi yang diperoleh.
Pendekatan ini penting karena dinamika sosial dalam komunitas dapat berubah
sesuai dengan konteks kegiatan, interaksi antaranggota, maupun kondisi

lingkungan yang melingkupinya.

Melalui penerapan keterlibatan jangka panjang dan triangulasi secara sistematis,
penelitian ini berupaya memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat
kredibilitas yang tinggi. Dengan demikian, temuan penelitian mengenai mekanisme
integrasi nilai, pembentukan modal sosial, pengembangan kapasitas inovasi
kolektif, dan keberlanjutan komunitas dapat dipertanggungjawabkan secara

akademik serta mencerminkan kondisi empiris yang sebenarnya terjadi di lapangan.



BABYV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil dan pembahasan temuan penelitian, dapat dirumuskan

kesimpulan sebagai berikut:

5.1 Kesimpulan

1.

Integrasi nilai spiritual, sosial, dan ekonomi membentuk orientasi kolektif
komunitas Payungi melalui penciptaan makna bersama (shared meaning),
visi bersama (shared vision), dan komitmen kolektif terhadap tujuan
komunitas. Nilai spiritual menjadi sumber motivasi moral, nilai sosial
memperkuat solidaritas dan gotong royong, sedangkan nilai ekonomi
berfungsi sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan. Integrasi ketiga
nilai tersebut menjadi fondasi bagi terbentuknya tindakan kolektif yang

berkelanjutan.

Keberlanjutan Payungi dipengaruhi oleh interaksi faktor institusional,
relasional, dan kultural. Faktor institusional memberikan legitimasi dan
akses sumber daya, faktor relasional memperkuat jaringan kolaborasi dan
kemitraan, sedangkan faktor kultural menjaga reproduksi nilai, norma, dan
identitas komunitas. Ketiga faktor tersebut membentuk konteks yang

mendukung keberlanjutan inovasi sosial komunitas.

Modal sosial Payungi berkembang melalui kombinasi bonding, bridging,
dan linking social capital. Bonding memperkuat kohesi internal komunitas,
bridging memperluas hubungan dengan kelompok lain, sedangkan linking
membuka akses terhadap sumber daya, informasi, dan dukungan dari aktor
eksternal. Ketiga bentuk modal sosial tersebut saling melengkapi dalam

memperkuat kapasitas komunitas.
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4. Trust, collective efficacy, dan collaborative learning berperan sebagai
mekanisme transformasi yang mengubah modal sosial menjadi kapasitas
inovasi kolektif. Kepercayaan menciptakan rasa aman untuk berkolaborasi,
efikasi kolektif membangun keyakinan terhadap kemampuan bersama,
sedangkan  pembelajaran  kolaboratif memungkinkan  pertukaran
pengetahuan, refleksi, dan adaptasi berkelanjutan. Melalui mekanisme ini,
komunitas mampu menghasilkan dan mengembangkan inovasi sosial secara

terus-menerus.

5. Kapasitas inovasi kolektif menghasilkan keberlanjutan multidimensi
komunitas. Kapasitas tersebut memungkinkan Payungi menciptakan
berbagai  inovasi  sosial, memperluas  partisipasi  masyarakat,
mengembangkan kegiatan ekonomi lokal, memperkuat kelembagaan
komunitas, melestarikan budaya lokal, serta meningkatkan kepedulian
terhadap lingkungan. Keberlanjutan yang dihasilkan mencakup dimensi

spiritual, sosial, ekonomi, kultural, kelembagaan, dan lingkungan.

6. Pengalaman Payungi direkonstruksi menjadi Model Value-Embedded
Social Innovation—Pancadaya (VESI-Pancadaya) yang menjelaskan
keberlanjutan komunitas sebagai hasil interaksi tiga lapisan yang saling
terintegrasi. Lapisan pertama adalah mekanisme transformasi sosial yang
menunjukkan bahwa integrasi nilai membentuk modal sosial yang
ditransformasikan melalui trust, collective efficacy, dan collaborative
learning menjadi kapasitas inovasi kolektif yang menghasilkan
keberlanjutan multidimensi. Lapisan kedua adalah lintasan perkembangan
komunitas melalui konsep Pancadaya yang terdiri atas Pengetahuan,
Pergerakan, Pengorbanan, Kebudayaan, dan Kesejahteraan. Lapisan ketiga
adalah tujuh prinsip transferable dalam kerangka PKIM-SIS, yaitu Human-
First Principle, Collective Leadership Principle, Spiritual-Economic
Integration Principle, Inclusive Local Economy Principle, Participatory
Governance Principle, Continuous Innovation Principle, dan Strategic
Independence Principle. Model ini memberikan kerangka konseptual baru

untuk memahami dan mengembangkan pemberdayaan masyarakat berbasis
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inovasi sosial pada konteks komunitas semi-urban di Indonesia dan Global
South.

5.2 Implikasi Penelitian
A. Implikasi Teoretis

Penelitian ini memberikan beberapa implikasi teoretis penting bagi pengembangan

ilmu pemberdayaan masyarakat, inovasi sosial, dan modal sosial.

Pertama, penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa keberhasilan dan
keberlanjutan inovasi sosial tidak dapat dijelaskan semata-mata oleh faktor
ekonomi, kelembagaan, atau jaringan sosial, tetapi harus dipahami sebagai hasil
integrasi nilai spiritual, sosial, dan ekonomi yang membentuk orientasi kolektif
komunitas. Temuan ini memperluas literatur inovasi sosial dengan menempatkan

nilai sebagai fondasi utama proses transformasi sosial.

Kedua, penelitian ini memperkaya teori modal sosial dengan menunjukkan bahwa
modal sosial tidak secara otomatis menghasilkan inovasi maupun keberlanjutan.
Pengaruh modal sosial dimediasi oleh tiga mekanisme utama, yaitu trust, collective
efficacy, dan collaborative learning, yang berfungsi mengonversi sumber daya
relasional menjadi kapasitas inovasi kolektif.

Ketiga, penelitian ini memperluas kajian community development melalui
pengembangan konsep Pancadaya sebagai lintasan perkembangan komunitas yang
menjelaskan proses transformasi dari kesadaran kolektif menuju kesejahteraan
yang berkelanjutan melalui tahapan Pengetahuan, Pergerakan, Pengorbanan,
Kebudayaan, dan Kesejahteraan.

Keempat, penelitian ini menghasilkan Model VESI-Pancadaya sebagai kerangka
konseptual integratif yang menghubungkan teori inovasi sosial, pemberdayaan
masyarakat, modal sosial, dan pembangunan komunitas ke dalam satu model yang

menjelaskan mekanisme keberlanjutan komunitas pada konteks semi-urban.
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Kelima, penelitian ini memperkenalkan PKIM-SIS sebagai seperangkat
transferable design principles yang dapat digunakan untuk menjelaskan maupun
mengembangkan keberhasilan inovasi sosial berbasis komunitas pada berbagai

konteks masyarakat di Indonesia dan Global South.
B. Implikasi Praktis

Temuan penelitian ini memiliki implikasi praktis bagi berbagai pemangku

kepentingan.

Bagi pemerintah, Model VESI-Pancadaya menunjukkan bahwa keberhasilan
pemberdayaan masyarakat memerlukan pendekatan yang berfokus pada penguatan
kapasitas komunitas, pengembangan modal sosial, dan pengintegrasian nilai lokal,

bukan sekadar penyediaan bantuan atau intervensi berbasis proyek.

Bagi organisasi pemberdayaan, lembaga sosial, dan organisasi masyarakat sipil,
model ini menyediakan kerangka praktis untuk merancang program yang
menekankan pembangunan kepercayaan, pembelajaran kolaboratif, kepemimpinan

kolektif, dan inovasi berbasis kebutuhan masyarakat.

Bagi komunitas lokal, temuan penelitian menunjukkan bahwa keberlanjutan dapat
dibangun melalui penguatan nilai bersama, pemanfaatan aset lokal, pengembangan
jejaring sosial, serta penciptaan ruang kolaborasi yang memungkinkan tumbuhnya
inovasi kolektif.

Bagi perguruan tinggi, Model VESI-Pancadaya dapat digunakan sebagai kerangka
konseptual dalam kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan

pengembangan model pemberdayaan berbasis inovasi sosial yang kontekstual.

Bagi pembuat kebijakan di tingkat nasional maupun daerah, tujuh prinsip PKIM-
SIS dapat dijadikan referensi dalam merancang strategi pengembangan komunitas

yang lebih partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.
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5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam

menginterpretasikan hasil penelitian.

Pertama, penelitian dilakukan pada satu kasus komunitas sehingga temuan lebih

ditujukan untuk generalisasi analitis daripada generalisasi statistik.

Kedua, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif sehingga hubungan antar
konstruk dalam Model VESI-Pancadaya belum diuji secara empiris melalui

pendekatan kuantitatif atau mixed methods.

Ketiga, konteks penelitian berada pada komunitas semi-urban sehingga penerapan
model pada konteks perkotaan besar, pedesaan, maupun wilayah dengan

karakteristik sosial yang berbeda memerlukan pengujian lebih lanjut.

Keempat, penelitian lebih berfokus pada faktor-faktor yang menjelaskan
keberhasilan dan keberlanjutan komunitas sehingga belum mengkaji secara
mendalam dinamika konflik, resistensi, maupun kegagalan inovasi sosial yang

mungkin terjadi dalam proses pengembangan komunitas.
5.4 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, implikasi, dan keterbatasan penelitian, beberapa
rekomendasi dapat diajukan sebagai berikut.

A. Rekomendasi Kebijakan

1. Pemerintah pusat dan daerah perlu mengembangkan kebijakan
pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada penguatan kapasitas
komunitas, bukan semata-mata pada pemberian bantuan atau dukungan

finansial jangka pendek.

2. Program pemberdayaan perlu mengintegrasikan dimensi spiritual, sosial,
dan ekonomi secara seimbang agar mampu membangun orientasi kolektif

dan keberlanjutan komunitas.
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3. Pemerintah perlu mendorong terbentuknya ekosistem kolaboratif yang
memperkuat hubungan antara komunitas, perguruan tinggi, sektor swasta,

dan organisasi masyarakat sipil.
B. Rekomendasi Praktik Pemberdayaan

1. Komunitas yang ingin mengembangkan inovasi sosial perlu memulai proses
pemberdayaan dari identifikasi aset lokal dan penguatan nilai bersama

sebagai fondasi tindakan kolektif.

2. Pengembangan modal sosial perlu diarahkan secara seimbang pada
penguatan bonding, bridging, dan linking social capital agar komunitas
memiliki kohesi internal sekaligus akses terhadap sumber daya eksternal.

3. Organisasi pemberdayaan disarankan menerapkan prinsip-prinsip PKIM-
SIS sebagai pedoman dalam membangun komunitas yang inklusif,

partisipatif, inovatif, dan mandiri.
C. Rekomendasi Penelitian Lanjutan

1. Penelitian selanjutnya perlu menguji Model VESI-Pancadaya secara
kuantitatif untuk mengukur hubungan antar konstruk dan menguji validitas

model pada populasi yang lebih luas.

2. Penelitian komparatif pada berbagai komunitas semi-urban di Indonesia
maupun negara Global South diperlukan untuk menguji transferabilitas
model dan prinsip PKIM-SIS.

3. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi peran konflik, kepemimpinan,
transformasi digital, serta dinamika kekuasaan dalam proses inovasi sosial

dan keberlanjutan komunitas.

4. Konsep Pancadaya dan PKIM-SIS perlu dikembangkan lebih lanjut sebagai
kerangka teoritis yang dapat digunakan dalam berbagai studi pemberdayaan

masyarakat dan pembangunan komunitas.
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